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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN INDRAMAYU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1)
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28
Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten
Indramayu Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang
Standar Pelayanan Loka Pengawas Obat dan Makanan di
Kabupaten Indramayu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas




Menetapkan

Kesatu

Kedua

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28
Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1156); dan

. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19
Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan
Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas
Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN

MAKANAN DI KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG
STANDAR PELAYANAN LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN INDRAMAYU

: Menetapkan dan memberlakukan Standar Pelayanan Loka

Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indramayu yang
selanjutnya disebut Standar Pelayanan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

: Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum

Kesatu terdiri atas:

a. Penerbitan Rekomendasi sebagai Pomohon Importir Obat
Bahan alam dan Suplemen Kesehatan;

b. Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB);

c. Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat
Bahan Alam yang Baik (CPOBAB);

d. Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik
yang Baik (CPKB);

e. Penerbitan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi
Kosmetika;

f. Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



yang Baik (CPPOB);
g. Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan
Makanan.

Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum
Kedua merupakan acuan bagi:
a. organisasi penyelenggara;
b. masyarakat; dan
c. aparat pengawasan, dalam penyelenggaraan Pelayanan
Publik.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Indramayu
pada tanggal 07 September 2026

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN INDRAMAYU,

MUHAMMAD FADILLAH
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR OT.03.04.6C.09.26.13 TAHUN 2026
TENTANG

STANDAR PELAYANAN LOKA PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI KABUPATEN INDRAMAYU

STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN REKOMENDASI SEBAGAI POMOHON IMPORTIR OBAT
BAHAN ALAM DAN SUPLEMEN KESEHATAN

DEFINISI/PENGERTIAN UMUM

1.

Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik yang selanjutnya disingkat

CPOBAB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan Obat Bahan Alam yang

bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa

memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan
penggunaannya.

. Pembuatan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengadaan semua
bahan awal, proses pengolahan, dan pengemasan sampai pelulusan produk
jadi untuk didistribusikan serta Pengawasan mutu yang dilakukan pada
setiap langkah kegiatan tersebut.

. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan distribusi atau
penyerahan Obat dan Makanan baik dalam rangka perdagangan, bukan
perdagangan, atau pemindahtanganan.

. Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah,
membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk, Pengawasan mutu dan
pemastian mutu sediaan Obat dan Makanan.

.Importir Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi adalah
badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang
memasukkan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi ke
dalam wilayah Indonesia.

. Rekomendasi Importir adalah dokumen yang membuktikan bahwa fasilitas

distribusi Importir telah menerapkan cara penyimpanan dan pengiriman yang

baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO | KOMPONEN URAIAN

PENYAMPAIAN PELAYANAN

1. Persyaratan | 1. Pengajuan layanan dilakukan secara elektronik
melalui www.oss.go.id. Sebelum  mengajukan

layanan, pemohon harus memiliki Nomor Induk

Berusaha (NIB) dengan Klasifikasi Baku Lapangan

(KBLI) yang sebagai berikut

a. 4644: Perdagangan Besar Sediaan Farmasi;

b. 46441: Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk
Manusia (Meliputi Bahan Obat, Bahan Obat Alam,
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Kosmetik, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan,

Obat, Dan Obat Bahan Alam);

c. 46442: Perdagangan Besar Obat Bahan Alam
Untuk Hewan (Meliputi Bahan Obat Hewan,
Kosmetik Hewan, Dan Obat Hewan);

d. 47723: Perdagangan Eceran Obat Bahan Alam
Untuk Manusia;

e. 46334: Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol
Bukan Susu;

f. 46339: Perdagangan Besar Makanan dan
Minuman Lainnya;

g. 21021: Industri Bahan Baku Obat Bahan Alam
Untuk Manusia; dan

h. 21022: Industri Produk Obat Bahan Alam Untuk
Manusia;

2. Permohonan Baru
a. Dokumen Administrastif
1) Formulir data  teknis berupa  surat
permohonan yang mencakup informasi:
a) Nama Perusahaan;
b) Alamat kantor;
c) Alamat gudang;
d) Nama direktur/pemilik;
e) Nama apoteker penanggung jawab teknis;
f) Nomor telepon/HP korespondensi;
g) Email korespondensi;

2) Daftar Obat Bahan Alam, Obat Kuasi
dan/atau Suplemen Kesehatan yang akan
diimpor

b. Dokumen Teknis
1) Surat penunjukan keagenan dan hak untuk

melakukan registrasi dari industri di negara
asal yang masih berlaku;

2) Sertifikat cara pembuatan yang baik sesuai
dengan bentuk sediaan produk dari produsen
di negara asal;

3) Foto produk, foto atau scan
kemasan/penandaan asli produk yang akan
didaftarkan; dan

4) Surat pernyataan sebagai Apoteker
Penanggung Jawab Teknis yang
ditandatangani di atas materai.

3. Permohonan Perubahan Fasilitas

a. Perubahan fasilitas mencakup perubahan atau

penambahan lokasi gudang
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b. Persyaratan permohonan perubahan fasilitas
mencakup:
1) Dokumen Administratif
Formulir data  teknis berupa  surat
permohonan yang mencakup informasi:
1. Nama Perusahaan;
Alamat kantor;
Alamat gudang (lama dan baru);
Nama direktur/pemilik;
Nama apoteker penanggung jawab teknis;
Nomor telepon/HP korespondensi,
7. Email korespondensi;

2) Dokumen Teknis

ok b

a) Rekomendasi Importir Obat Bahan Alam,
Obat Kuasi dan/atau Suplemen Kesehatan
terkait yang terakhir;
b) Dokumen pendukung perubahan
4. Permohonan Perubahan Administrasi
a. Perubahan administrasi mencakup perubahan
alamat kantor dan perubahan alamat gudang
tanpa perubahan lokasi gudang;
b. Persyaratan permohonan perubahan administrasi
mencakup:
1) Dokumen Administratif
Formulir data  teknis berupa  surat
permohonan yang mencakup informasi:
1. Nama Perusahaan;
Alamat kantor;
Alamat gudang;
Nama direktur/pemilik;
Nama apoteker penanggung jawab teknis;
Nomor telepon/HP korespondensi;
7. Email Korespondensi.
2) Dokumen Teknis
a) Rekomendasi Importir Obat Bahan Alam,
Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan
terkait sebelumnya,;
b) Dokumen pendukung perubahan.
7. Permohonan Pengembalian Rekomendasi
a. Permohonan pengembalian rekomendasi
disampaikan melalui email www.o0ss.go.id.
b. Kelengkapan dokumen untuk permohonan
pengembalian rekomendasi sebagai berikut:
1) Dokumen Administratif

ok wLbd
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a) Formulir data teknis berupa surat
permohonan yang mencakup informasi:
1. Nama Perusahaan;
2. Alamat kantor;
3. Alamat gudang;
4. Nama direktur/pemilik;
5. Nama apoteker penanggung jawab
teknis;
6. Nomor telepon/HP korespondensi;
7. Email korespondensi;
8. Alasan pengembalian rekomendasi.
2) Dokumen Teknis
Rekomendasi Importir Obat Bahan Alam dan
Suplemen Kesehatan terkait sebelumnya

Sistem,
Mekanisme,
dan
Prosedur

1. Pengajuan permohonan dilakukan melalui OSS- RBA
(online Single Submission) www.oss.go.id setelah
memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) untuk layanan
Sertifikasi Rekomendasi Importir Obat Bahan Alam,
Suplemen Kesehatan, dan Obat Kuasi.

2. Rekomendasi Baru dan Rekomendasi Perubahan

Fasilitas
Pemohon UPT BPOM
Permoh
- o
PNBP Penerbitan Su;;ts Penn Bayar
Perbaikan permot /l\
Tidak lengk \r\
dan dapat
melengkapi
Tidak lengkap Lengkap
dan tidak dapat
melengkapi «
Penetapan Waktu
Inspeksi
MK*
TMK?* dan dapat
memperbaiki
TMK* dan tidak
dapat memperbaiki
4
w |
TPTP
[ == |
Tidak lengkap dan
dapat melengkapi
p gkapi i TPTP
*MK  : Memenuhi Ketentuan
*TMK : Tidak Memenuhi Ketentuan
*TPTP : Tindakan Perbaikan dan Surat

Tindakan Pencegahan / Penolakan /

Corrective Action and Pemberhentian [«—

Preventive Action (CAPA) Proses Tidak lengkap
dan tidak dapat
melengkapi

Menerima Surat Penolak /
Pemberhentian Proses
Penerbitan
. R Rekomendasi Importir
Menerima Rekomendasi Obat Tradisional, Obat Lengkap
Importir Obat Trad 1 dan Kuasi, dan !
Suplemen Kesehatan Kesehatan
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3. Rekomendasi Perubahan Administrasi

Pemohon UPT BPOM

Pengajuan Permohonan

Pembayaran PNBP }‘

Evaluasi
Perbaikan permohonan l >
J Tidak lengkap dan W"a

Penerbaan Surat Perintah Bayar
PNSP

dapat melengkapi
Lengkap
Tidak lengkap
dan tidak dapat
melengkapi
Penerbitan Rekomendasi
Menerima Rekomendasi Importir Obat Tradisional,
Importir Obat Tradisional dan Obat Kuasi, dan
Suplemen Kesehatan Suplemen Kesehatan
Penerbitan Surat

Menerima Surat Penolakan / Penolakan /
Pemberhentian Proses Pemberhentian Proses

4.Permohonan Pengembalian Rekomendasi

Pemohon UPT BPOM
Pelaku Usaha rrmn}'ampaikan\ | Evaluasi dan konfirmasi
permohonan melalui email // v terhadap permohonan.
y
\ Surat pemberitahuan pengembalian
Menerima pemberitahuan hasil | persetujuan kepada lembaga OSS dan
pengembalian rekomenda.sy stakeholder terkait.

1. Hasil pemeriksaan sarana dan tindak lanjut CAPA
serta hasil evaluasi CAPA akan dikirimkan melalui
email loka_indramayu@pom.go.id

Informasi ini dapat diperoleh antara lain dipublikasikan
di subsite https://indramayu.pom.go.id/ serta media
promosi dan komunikasi resmi lainnya.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur untuk kelompok

rentan:

1. Kelompok rentan yang membawa kendaraan pribadi
dapat memarkirkan kendaraan pada tempat parkir
khusus.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Kelompok rentan yang membutuhkan bantuan
misalnya cacat fisik dan tunanetra, dibantu oleh
petugas khusus kelompok rentan

Petugas khusus kelompok rentan memberikan
nomor untuk menuju loket pelayanan kelompok
rentan/ disabilitas.

Bila tidak ada antrian, maka dapat langsung dilayani
oleh petugas pelayanan.

Bila terdapat antrian, maka diarahkan ke ruang
tunggu khusus kelompok rentan.

Pelayanan dilakukan oleh petugas loket layanan
kelompok rentan/ disabilitas, menggunakan alat
bantu sesuai kebutuhan.

Setelah layanan selesai, petugas mengarahkan
kelompok rentan untuk mengisi survei kepuasan
pelanggan.

Bagi kelompok rentan yang membutuhkan
bantuan didampingi oleh petugas khusus untuk
menuju keluar ruang pelayanan.

Apabila terjadi keadaan kahar atau keadaan di luar
kendali sistem pelayanan, maka pengguna layanan
dapat menghubungi petugas layanan melalui saluran
resmi pelayanan kami.

Jangka
Waktu
Pelayanan

a.

Loka POM di Kabupaten Indramayu memberikan
tanggapan terhadap permohonan, hasil inspeksi dan
penyampaian Tindakan Perbaikan dan Tindakan
Pencegahan (TPTP)/Corrective Action and Preventive
Action (CAPA) masing-masing paling lambat 14 Hari
yang disampaikan melalui email
loka_indramayu@pom.go.id ;

. Pemohon menyampaikan TPTP/CAPA paling lambat 10

Hari sejak tanggal Surat Perbaikan terhadap Hasil
Inspeksi; dan

Pemohon dapat melakukan perpanjangan
penyampaian TPTP sebanyak 2 kali, masing-masing
dalam waktu maksimal 10 Hari.

Biaya/Tarif

3.

. Baru/Perpanjangan: Rp5.000.000,00 per rekomendasi
. Perubahan administrasi: Rp500.000,00 per

rekomendasi
Perubahan fasilitas: Rp2.000.000,00 per rekomendasi

(Biaya/Tarif mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor
15 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Pendapatan
Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Badan POM).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Produk Rekomendasi Importir Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan
Pelayanan Suplemen Kesehatan

Penanganan | Pengaduan, saran dan masukan /apresiasi dapat
Pengaduan, | disampaikan melalui saluran:

saran, dan |a. Langsung/tatap muka:

Masukan/ Pelanggan dapat menyampaikan langsung kepada
Apresiasi petugas layanan pengaduan di loket layanan /

ruangan khusus pengaduan / mengisi kotak saran
yang terletak di Gedung Pelayanan Publik, Kantor
Loka POM di Kabupaten Indramayu Plaza UMKM Jl.
Letjen. S. Parman No.19, Margadadi, Kec. Indramayu,
Kabupaten Indramayu

b. Surat
Ditujukan kepada Kepala Loka POM di kabupaten
Indramayu, Plaza UMKM Jl. Letjen. S. Parman No.19,
Margadadi, Kec. Indramayu, Kabupaten Indramayu.

c. E-mail: loka_indramayu@pom.go.id

d. Telepon: 0234-2502040

e. Aplikasi Whatsapp 081121909233 (layanan
percakapan melalui teks)

f. Media sosial:
Instagram (@bpom.indramayu)

g. Layanan Asipirasi dan Pengaduan Online Rakyat
(LAPOR!): https://bpom.lapor.go.id

Seluruh pengaduan, saran dan masukan/apresiasi yang

diterima Loka POM di Kabupaen Indramayu akan

ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langkah-langkah pengelolaan pengaduan, saran dan

masukan/apresiasi dari masyarakat setidak-tidaknya

meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Mengumpulkan seluruh pengaduan yang masuk ke
Loka POM di Kabupaten Indramayu;

b. Meneliti dokumen dan/atau informasi yang pernah

ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang

baru diterima;

Melakukan rekapitulasi pengaduan yang masuk;

. Merumuskan inti masalah yang diadukkan;

Menetapkan rencana tindak lanjut pengaduan;

Melaksanakan tindak lanjut pengaduan; dan

Dokumentasi dan publikasi melalui saluran resmi

Loka POM di Kabupaten Indramayu.

@ o oao
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PENGELOLAAN PELAYANAN

1.

Dasar
Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7115);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2026 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat dan
Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7168);

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kriteria dan Tata
Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1320);
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata
Laksana Registrasi Obat Bahan Alam (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 785);
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata
Laksana Registrasi Obat Kuasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 214);
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 27 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan
Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Obat dan
Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 747); dan

10. Keputusan Kepala Badan Nomor 207 tahun 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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tentang Pelimpahan Kewenangan Pendelegasian
Penandatanganan Dokumen di Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan.

Sarana dan
Prasarana,
san/atau
Fasilitas

Layanan diberikan secara online dengan mengakses
Wwww.0ss.go.id dan www.e-sertifikasi.pom.go.id

Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas untuk
kelompok rentan:
Parkir khusus kelompok rentan;
Guiding block khusus kelompok rentan;
Pintu masuk yang mudah diakses;
Ruang tunggu untuk kelompok rentan;
Loket khusus kelompok rentan;
Papan menulis untuk berkebutuhan khusus;
Alat bantu dengar untuk tuna rungu;
Kaca mata baca;
Petugas pendamping khusus kelompok rentan;
. Arena bermain anak dengan pemantauan oleh
petugas;
11. Kursi roda;
12. Alat bantu jalan/tongkat/kruk.

0o Noh b=

—
o

Jam layanan:

Senin — Kamis: 07.30 — 16.00 (tanpa istirahat)

Jumat: 07.30 — 15.30 (tanpa istirahat)
Sabtu/Minggu/Hari Libur/di luar jam layanan:
kondisi/kasus tertentu (Kejadian Luar  Biasa,
penanganan kasus, permohonan pengujian dari lintas
sektor, keracunan pangan, pengujian sampel kasus dari
kepolisian atau lintas sektor terkait, pameran,
Komunikasi, Informasi dan Edukasi, dll), atau dengan
perjanjian.

Apabila terdapat perubahan waktu layanan, informasi
akan disampaikan melalui pengumuman pada loket
layanan, subsite, media sosial resmi, dan/atau media
lainnya.

Lokasi pelayanan dan media pelayanan:

a. Kantor Loka POM di kabupaten Indramayu Plaza
UMKM Jl. Letjen. S. Parman No.19, Margadadi, Kec.
Indramayu, Kabupaten Indramayu.

b. E-mail: loka_indramayu@pom.go.id

c. Telepon: 0234-2502040

d. Aplikasi Whatsapp 081121909233 (layanan
percakapan melalui teks)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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. Media sosial:

Instagram (@bpom.indramayu)

Kompetensi
Pelaksana

. Memiliki pendidikan minimal Sarjana (S1);
. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan

benar;

. Memahami Peraturan Perundangan yang berkaitan

dengan Obat dan Makanan;

. Mampu mengoperasikan komputer program Ms.

Office, internet, alat komunikasi dan media sosial;
Memiliki Kompetensi Pelayanan Publik, serta
memahami dan menerapkan Core values ASN
BerAKHLAK, berorientasi Pelayanan, Akuntabel,
Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
Memahami dan menerapkan pengendalian gratifikasi,
penanganan benturan kepentingan, dan Whistle
Blowing System (WBS), menegakkan integritas serta
mengampanyekan anti penyuapan dalam pelaksanaan
tugas.

Mampu mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko
kesehatan dan keselamatan kerja serta mampu
melakukan pengendaliannya dalam pelaksanaan
tugas.

Memahami Informasi dan Registrasi Obat dan
Makanan; dan

Memahami Peraturan terkait Obat dan Makanan.

Pengawasan
Internal

Pengawasan internal dilaksanakan secara berjenjang
yaitu oleh atasan langsung; Kepala Loka POM di
Kabupaten Indramayu; dan/atau Inspektorat Badan
POM

Pengawasan internal menerapkan Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah dan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Jumlah
Pelaksana

Petugas Pelaksana yang bertugas pada layanan
Sertifikasi minimal sebanyak 2 (dua) orang.

Jaminan
Pelayanan

1.

Pemberian pelayanan dilakukan sesuai dengan
standar pelayanan.

Pemberian pelayanan dapat disesuaikan apabila
terdapat keadaan kahar atau suatu keadaan di luar
kendali sistem pelayanan.

Standar pelayanan dapat dilakukan perubahan sesuai
kebutuhan pelayanan publik, perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta perubahan
peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




-14-

Jaminan 1. Tersedianya sarana dan prasarana yang aman dan
Keamanan nyaman;
dan 2. Tersedia sistem keamanan di lingkungan tempat
Keselamata pelayanan;
n Pelayanan |3. Pemberian pelayanan dilakukan dengan profesional,
akuntabel, dan tidak ada benturan kepentingan;
4. Jaminan kerahasiaan dokumen perusahaan; dan
5. Jaminan  kerahasiaan data pelanggan yang
mendapatkan pelayanan/menyampaikan pengaduan,
dan/atau masukan terhadap pelayanan.
Evaluasi 1. Terhadap pelaksana pelayanan publik dilakukan
Kinerja evaluasi secara rutin dan berkelanjutan;
Pelaksana 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat untuk
perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.
3. Hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat

dipublikasi melalui media resmi Loka POM di
Kabupaten Indramayu.

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

MUHAMMAD FADILLAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR OT.03.04.6C.09.26.13 TAHUN 2026
TENTANG

STANDAR PELAYANAN LOKA PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI KABUPATEN INDRAMAYU

STANDAR PELAYANAN

SERTIFIKASI CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK (CDOB)

DEFINISI/PENGERTIAN UMUM

1. Cara Distribusi Obat yang Baik yang selanjutnya disingkat CDOB adalah
seluruh aspek dalam praktek yang ditetapkan yang secara kolektif
menghasilkan produk akhir atau layanan yang secara konsisten memenuhi
spesifikasi yang sesuai serta mengikuti peraturan nasional dan internasional.

2. Pembuatan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengadaan semua
bahan awal, proses pengolahan, dan pengemasan sampai pelulusan produk
jadi untuk didistribusikan serta Pengawasan mutu yang dilakukan pada
setiap langkah kegiatan tersebut.

3. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan distribusi atau
penyerahan Obat dan Makanan baik dalam rangka perdagangan, bukan
perdagangan, atau pemindahtanganan.

NO

KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN

1.

Persyaratan

A. Sertifikasi Baru
1.

w

N O o A

8.
0.

B.Perubahan Sertifikat CDOB karena:
1.

. Izin PBF/Izin PBF Cabang;
.Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) Penanggung

. Denah alur pengelolaan obat dan/atau bahan obat;
. Daftar kategori produk yang didistribusikan;

. Struktur organisasi;

. Daftar peralatan / perlengkapan terkualifikasi /

Surat pernyataan pimpinan tidak terlibat tindak
pidana di bidang obat;

Jawab;

terkalibrasi dalam operasional gudang sesuai
kategori produk yang didistribusikan; dan
Kebijakan mutu dan daftar SOP; dan

Izin khusus penyaluran narkotika apabila
mengajukan dengan kategori produk narkotika.

Perubahan administrasi (perubahan alamat dengan
lokasi yang sama);
b. Sertifikat CDOB sebelumnya; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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dan Prosedur

NO | KOMPONEN URAIAN
c. Surat keterangan dari instansi yang berwenang
untuk melegalisasi alamat.
2. Penambahan gudang
b. NIB dan izin lokasi gudang baru;
c. Denah layout bangunan gudang baru; dan
d. STRA/SIPA Apoteker Penanggung Jawab gudang
baru.
3. Perpanjangan Sertifikat CDOB
b. Diajukan paling cepat 12 (dua belas) bulan dan
paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa
berlaku Sertifikat CDOB berakhir;
c. Surat pernyataan pimpinan tidak terlibat tindak
pidana di bidang obat;
d. Dokumen inspeksi diri; dan
e. Riwayat tindakan perbaikan dan pencegahan
berdasarkan hasil pengawasan CDOB dalam 4
(empat) tahun terakhir).
2. Sistem, Pengajuan permohonan dilakukan melalui OSS - RBA
Mekanisme, (online Single Submission) www.o0ss.go.id setelah memiliki

NIB (Nomor Induk Berusaha) untuk selanjutnya

dilanjutkan melalui situs www.sertifikasicdob.pom.go.id
Alur Sertifikasi Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB)

Pemohon Loka POM di Kabupaten Indramayu

C Mamilki NIB )
)

Membuat permoheaan PB UMKU
Sertfiat CDOB { Perubahan
Sertfikat COOB pada OS!

S R8A

'
Mendspatian id_izin dari OSS dan
membuka Apikas!

sertfiasicdob pom.go.id

1
el Akun di
2(bfkasicdob.pom.go id
YM

temzuat auun paca me| |
regstas sertifikasicdob, pnm go.i d]

[

v
(Pelugas melakukan verifikasi akuvnz]
‘ [ mrwrbmk:"m:sum catatan ] nes @

Sign in sec pom.go.a | Ya J

]

Membust
CDO8 ! Perutshsn Seﬂ.ﬂk&( CD

( Emugug verifikas "y
[ mpcmm:;:ai catatan ]._—rm« -@— o—\_)

Y

— ()
[_ N (SPB)
Ya
MJ Pelugas melakukan
pemeriksaan ke sarans

1engunggan 1ambahan data | .
[ "99eh tamb | y j Tidak
L 7
Tidak
Potugas menpevaluasi CAPA
PB UMKU Sertifikat Cg OO BI Manerbikan data teknis
diterbitkan melahs OSS RBA St CDOB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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NO

KOMPONEN

URAIAN

Informasi ini dapat diperoleh antara lain dipublikasikan
di subsite https://indramavu.pom.go.id/ serta media
promosi dan komunikasi resmi lainnya.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur untuk kelompok

rentan:

1. Kelompok rentan yang membawa kendaraan pribadi
dapat memarkirkan kendaraan pada tempat parkir
khusus.

2. Kelompok rentan yang membutuhkan bantuan
misalnya cacat fisik dan tunanetra, dibantu oleh
petugas khusus kelompok rentan.

3. Petugas khusus kelompok rentan memberikan nomor
untuk menuju loket pelayanan kelompok rentan/
disabilitas.

4. Bila tidak ada antrian, maka dapat langsung dilayani
oleh petugas pelayanan.

S. Bila terdapat antrian, maka diarahkan ke ruang
tunggu khusus kelompok rentan.

6. Pelayanan dilakukan oleh petugas loket layanan
kelompok rentan/ disabilitas, menggunakan alat
bantu sesuai kebutuhan.

7. Setelah layanan selesai, petugas mengarahkan
kelompok rentan untuk mengisi survei kepuasan
pelanggan.

8. Bagi kelompok rentan yang membutuhkan
bantuan didampingi oleh petugas khusus untuk
menuju keluar ruang pelayanan.

Apabila terjadi keadaan kahar atau keadaan di luar
kendali sistem pelayanan, maka pengguna layanan
dapat menghubungi petugas layanan melalui saluran
resmi pelayanan kami.

Jangka
Waktu
Pelayanan

- Waktu layanan dalam mengevaluasi permohonan,

dokumen  serta persyaratan  sertifikasi CDOB
dilaksanakan paling lama 49 (empat puluh sembilan)
hari kerja (clock on - clock off).

- Penyampaian perbaikan CAPA untuk pelaku usaha

berlaku 2 (dua) x 40 (empat puluh) hari kerja, apabila
tidak memenuhi persyaratan maka permohonan
ditolak.

Biaya/Tarif

Biaya/Tarif sertifikasi CDOB, meliputi:
a. Rp7.000.000,00 per sertifikat untuk permohonan baru
dan perpanjangan sertifikat CDOB (setiap 5 tahun).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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NO

KOMPONEN

URAIAN

b. RpS5.000.000,00 per sertifikat untuk perubahan
sertifikat yang memerlukan inspeksi.

c. Rp500.000,00 per sertifikat untuk perubahan sertifikat
yang tidak memerlukan inpeksi.

(Biaya/Tarif mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor

15 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Pendapatan

Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Badan

POM).

Produk
Pelayanan

1. Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik Aktivitas
Distribusi Bahan Baku;

2. Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik Aktivitas
Distribusi Obat Lainnya;

3. Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik Aktivitas
Distribusi CCP (Cold Chain Product);

4. Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik Aktivitas
Distribusi Produk Narkotika.

Penanganan
Pengaduan,
saran, dan
Masukan/
Apresiasi

Pengaduan, saran dan masukan /apresiasi dapat

disampaikan melalui saluran:

a. Langsung/tatap muka:
Pelanggan dapat menyampaikan langsung kepada
petugas layanan pengaduan di loket layanan /
ruangan khusus pengaduan / mengisi kotak saran
yang terletak di Gedung Pelayanan Publik, Kantor
Loka POM di Kabupaten Indramayu Plaza UMKM Jl.
Letjen. S. Parman No.19, Margadadi, Kec. Indramayu,
Kabupaten Indramayu

b. Surat
Ditujukan kepada Kepala Loka POM di kabupaten
Indramayu, Plaza UMKM Jl. Letjen. S. Parman No.19,
Margadadi, Kec. Indramayu, Kabupaten Indramayu.

c. E-mail: loka_indramayu@pom.go.id

d. Telepon: 0234-2502040

e. Aplikasi Whatsapp 081121909233 (layanan
percakapan melalui teks)

f. Media sosial: Instagram (@bpom.indramayu)

g. Layanan Asipirasi dan Pengaduan Online Rakyat
(LAPOR!): https://bpom.lapor.go.id

Seluruh pengaduan, saran dan masukan/apresiasi yang
diterima Loka POM di Kabupaen Indramayu akan
ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Langkah-langkah pengelolaan pengaduan, saran dan
masukan/apresiasi dari masyarakat setidak-tidaknya
meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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KOMPONEN
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@ o o0

Mengumpulkan seluruh pengaduan yang masuk ke
Loka POM di Kabupaten Indramayu;

Meneliti dokumen dan/atau informasi yang pernah
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang
baru diterima;

Melakukan rekapitulasi pengaduan yang masuk;
Merumuskan inti masalah yang diadukkan;
Menetapkan rencana tindak lanjut pengaduan;
Melaksanakan tindak lanjut pengaduan; dan
Dokumentasi dan publikasi melalui saluran resmi
Loka POM di Kabupaten Indramayu.

PENGELOLAAN PELAYANAN

1.

Dasar
Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Kemudahan, perlindungan dan Pemberdayaan
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 17);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7115);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2026 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat dan
Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7168);

Peraturan Kepala Badan POM Nomor 25 Tahun 2017
tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Distribusi Obat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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KOMPONEN

URAIAN

yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1963);

8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Cara
Distribusi Obat yang Baik. (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 472).

9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 27 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan
Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Obat dan
Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 747)

Sarana dan
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

Layanan diberikan secara online dengan mengakses
www.oss.go.id dan www.sertifikasicdob.pom.go.id
Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas untuk
kelompok rentan:

Parkir khusus kelompok rentan;

Guiding block khusus kelompok rentan;

Pintu masuk yang mudah diakses;

Ruang tunggu untuk kelompok rentan;

Loket khusus kelompok rentan;

Papan menulis untuk berkebutuhan khusus;

Alat bantu dengar untuk tuna rungu;

Kaca mata baca;

Petugas pendamping khusus kelompok rentan;

10. Arena bermain anak dengan pemantauan oleh
petugas;

11. Kursi roda;

12. Alat bantu jalan/tongkat/kruk.

XNk L=

Jam layanan:

Senin — Kamis: 07.30 — 16.00 (tanpa istirahat)

Jumat: 07.30 — 15.30 (tanpa istirahat)
Sabtu/Minggu/Hari Libur/di luar jam layanan:
kondisi/kasus tertentu (Kejadian Luar  Biasa,
penanganan kasus, permohonan pengujian dari lintas
sektor, keracunan pangan, pengujian sampel kasus dari
kepolisian atau lintas sektor terkait, pameran,
Komunikasi, Informasi dan Edukasi, dll), atau dengan
perjanjian.

Apabila terdapat perubahan waktu layanan, informasi
akan disampaikan melalui pengumuman pada loket

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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layanan, subsite, media sosial resmi, dan/atau media
lainnya.

Lokasi pelayanan dan media pelayanan:

a.

Kantor Loka POM di kabupaten Indramayu Plaza
UMKM Jl. Letjen. S. Parman No.19, Margadadi, Kec.
Indramayu, Kabupaten Indramayu.

b. E-mail: loka_indramayu@pom.go.id

[oNIN@]

. Telepon: 0234-2502040

Aplikasi Whatsapp 081121909233 (layanan
percakapan melalui teks)

Media sosial:

Instagram (@bpom.indramayu)

Kompetensi
Pelaksana

N = o

Memiliki pendidikan minimal Sarjana (S1);

Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan
benar;

Memahami Peraturan Perundangan yang berkaitan
dengan Obat dan Makanan;

Mampu mengoperasikan komputer program Ms.
Office, internet, alat komunikasi dan media sosial;
Memiliki Kompetensi Pelayanan Publik, serta
memahami dan menerapkan Core values ASN
BerAKHLAK, berorientasi Pelayanan, Akuntabel,
Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
Memahami dan menerapkan pengendalian gratifikasi,
penanganan benturan kepentingan, dan Whistle
Blowing System (WBS), menegakkan integritas serta
mengampanyekan anti penyuapan dalam pelaksanaan
tugas.

Mampu mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko
kesehatan dan keselamatan kerja serta mampu
melakukan pengendaliannya dalam pelaksanaan
tugas.

Memahami Informasi dan Registrasi Obat dan
Makanan; dan

Memahami Peraturan terkait Obat dan Makanan.

Pengawasan
Internal

. Pengawasan internal dilaksanakan secara berjenjang

yaitu oleh atasan langsung; Kepala Loka POM di
Kabupaten Indramayu; dan/atau Inspektorat Badan
POM

Pengawasan internal menerapkan Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah dan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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S. Jumlah Petugas Pelaksana yang bertugas pada layanan
Pelaksana Sertifikasi minimal sebanyak 2 (dua) orang.

0. Jaminan 1. Pemberian pelayanan dilakukan sesuai dengan
Pelayanan standar pelayanan.

2. Pemberian pelayanan dapat disesuaikan apabila
terdapat keadaan kahar atau suatu keadaan di luar
kendali sistem pelayanan.

3. Standar pelayanan dapat dilakukan perubahan sesuai
kebutuhan pelayanan publik, perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta perubahan
peraturan perundang-undangan.

7. Jaminan 1. Tersedianya sarana dan prasarana yang aman dan
Keamanan nyaman;
dan 2. Tersedia sistem keamanan di lingkungan tempat
Keselamatan pelayanan;
Pelayanan 3. Pemberian pelayanan dilakukan dengan profesional,
akuntabel, dan tidak ada benturan kepentingan;

4. Jaminan kerahasiaan dokumen perusahaan; dan

5. Jaminan  kerahasiaan data pelanggan yang
mendapatkan pelayanan/menyampaikan pengaduan,
dan/atau masukan terhadap pelayanan.

8. Evaluasi 1. Terhadap pelaksana pelayanan publik dilakukan
Kinerja evaluasi secara rutin dan berkelanjutan;
Pelaksana 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat untuk
perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.
3. Hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat

dipublikasi melalui media resmi Loka POM di

Kabupaten Indramayu.

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN INDRAMAYU,

MUHAMMAD FADILLAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR OT.03.04.6C.09.26.13 TAHUN 2026
TENTANG

STANDAR PELAYANAN LOKA PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI KABUPATEN INDRAMAYU

STANDAR PELAYANAN

SERTIFIKASI PEMENUHAN ASPEK CARA PEMBUATAN OBAT BAHAN ALAM

YANG BAIK (CPOBAB)

DEFINISI/PENGERTIAN UMUM

1.

Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik yang selanjutnya disingkat
CPOBAB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan Obat Bahan Alam yang
bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa
memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan
penggunaannya.

. Pembuatan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengadaan semua

bahan awal, proses pengolahan, dan pengemasan sampai pelulusan produk
jadi untuk didistribusikan serta Pengawasan mutu yang dilakukan pada
setiap langkah kegiatan tersebut.

. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan distribusi atau

penyerahan Obat dan Makanan baik dalam rangka perdagangan, bukan
perdagangan, atau pemindahtanganan.

. Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah,

membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk, Pengawasan mutu dan
pemastian mutu sediaan Obat dan Makanan.

NO | KOMPONEN URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN

1. Persyaratan | A. Dokumen Administratif

1. Surat permohonan

2. Pengajuan PB-UMKU Sertifikat CPOBAB secara
Bertahap melalui www.oss.go.id yang sudah
terintegrasi dengan www.e-sertifikasi.pom.go.id

B.Dokumen Teknis
1. Merupakan usaha Obat Bahan Alam yaitu UKOT

atau UMOT;
2. NIB RBA;

. Memiliki status KSWP valid untuk NPWP;

4. Memiliki akun yang dapat diakses melalui laman
resmi pelayanan e-sertifikasi BPOM www.e-
sertifikasi.pom.go.id

5. Surat permohonan;

w

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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NO

KOMPONEN

URAIAN

6. Khusus untuk pengajuan  Sertifikat Baru
diharuskan  menyertakan  Surat Pernyataan
Komitmen;

7. Dokumen denah tata ruang bangunan sesuai
dengan persyaratan CPOBAB;

8. Dokumen Mutu sesuai tahap izin penerapan
a. Tahap I UMOT: Higiene dan sanitasi
b. Tahap I UMOT/Tahap I UKOT: Higiene, Sanitasi,

dan Dokumentasi
c. Tahap II UKOT:

e Overview Dokumen Tahap I

e Manajemen Mutu

e Produksi

e Pengawasan Mutu

e Cara Penyimpanan dan Pengiriman
d. Tahap III UKOT:

e Overview Dokumen Tahap [ dan II

Personalia

Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan

Penanganan Keluhan Terhadap Produk,

Penarikan Kembali Produk dan Produk

Kembalian

e Inspeksi Diri
e Kontrak Produksi dan Pengujian

9. Khusus untuk Perpanjangan Sertifikat diharuskan
menyertakan persyaratan teknis meliputi:

a. Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOBAB Secara
Bertahap; dan

b. Berita Acara Pemeriksaan dari Inspeksi Rutin
bersama perkembangan Corrective Action and
Preventive Action (CAPA) 2 (dua) tahun terakhir
dan/atau hasil inspeksi diri terakhir

Sistem,
Mekanisme,
dan Prosedur

Pengajuan permohonan dilakukan melalui OSS - RBA
(online Single Submission) www.oss.go.id setelah memiliki
NIB (Nomor Induk Berusaha) untuk selanjutnya
dilanjutkan melalui situs www.e-sertifikasi.pom.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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NO

KOMPONEN

URAIAN

Alur Permohonan Pengajuan Sertifikasi CPOTE Secara Bertahap
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Informasi ini dapat diperoleh antara lain dipublikasikan
di subsite https://indramayu.pom.go.id/ serta media
promosi dan komunikasi resmi lainnya.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur untuk kelompok

rentan:

1. Kelompok rentan yang membawa kendaraan pribadi
dapat memarkirkan kendaraan pada tempat parkir
khusus.

2. Kelompok rentan yang membutuhkan bantuan
misalnya cacat fisik dan tunanetra, dibantu oleh
petugas khusus kelompok rentan

3. Petugas khusus kelompok rentan memberikan nomor
untuk menuju loket pelayanan kelompok rentan/
disabilitas.

4. Bila tidak ada antrian, maka dapat langsung dilayani
oleh petugas pelayanan.

5. Bila terdapat antrian, maka diarahkan ke ruang
tunggu khusus kelompok rentan.

6. Pelayanan dilakukan oleh petugas loket layanan
kelompok rentan/ disabilitas, menggunakan alat
bantu sesuai kebutuhan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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NO

KOMPONEN

URAIAN

7. Setelah layanan selesai, petugas mengarahkan
kelompok rentan untuk mengisi survei kepuasan
pelanggan.

8. Bagi kelompok rentan yang membutuhkan
bantuan didampingi oleh petugas khusus untuk
menuju keluar ruang pelayanan.

Apabila terjadi keadaan kahar atau keadaan di luar
kendali sistem pelayanan, maka pengguna layanan
dapat menghubungi petugas layanan melalui saluran
resmi pelayanan kami.

Jangka
Waktu
Pelayanan

Pengajuan permohonan Sertifikasi Pemenuhan Aspek
CPOBAB Secara Bertahap, penilaian 35 (lima puluh
lima) hari kerja dengan mekanisme Clock On Clock Off.
a. Pemeriksaan sarana 6 (enam) hari kerja;

b. Penerbitan surat hasil pemeriksaan 14 (empat belas)
hari kerja setelah pemeriksaan sarana untuk
permohonan Rekomendasi CPOBAB Bertahap;

c. Evaluasi CAPA (Clock On Clock Off) 22 (dua puluh dua)
hari kerja;

d. Penerbitan Rekomendasi sejak Closed CAPA 6 (enam)
hari kerja;

e. Penerbitan Sertifikat sejak surat rekomendasi
persetujuan 7 (tujuh) hari kerja;

Apabila setelah pemeriksaan sarana masih memerlukan
perbaikan maka waktu penyelesaian CAPA oleh pelaku
usaha paling banyak 3 (tiga) kali dengan batas waktu
penyampaian data perbaikan 40 (empat puluh) hari kerja
sejak tanggal diterimanya hasil pemeriksaan dan
maksimal perpanjangan 2 (dua) x 20 (dua puluh) hari
kerja sejak tanggal permohonan perpanjangan total 80
(delapan puluh) hari kerja.

Biaya/Tarif

a. Sertifikat Baru: Rp0,00 per sertifikat per bentuk
sediaan;

b. Sertifikat Perpanjangan: RpO0,00 per sertifikat per
bentuk sediaan;

c. Sertifikat Perubahan Administrasi: RpO0,00 per
sertifikat per bentuk sediaan.

(Biaya/Tarif mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor

15 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Pendapatan

Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Badan

POM).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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NO | KOMPONEN URAIAN
S. Produk 1. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam Yang
Pelayanan Baik (CPOBAB) Tahap 1;
2. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam Yang
Baik (CPOBAB) Tahap 2; dan
3. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam Yang
Baik (CPOBAB) Tahap 3.
6. Penanganan | Pengaduan, saran dan masukan /apresiasi dapat
Pengaduan, | disampaikan melalui saluran:
saran, dan | a. Langsung/tatap muka:
Masukan/Ap Pelanggan dapat menyampaikan langsung kepada

resiasi

petugas layanan pengaduan di loket layanan /
ruangan khusus pengaduan / mengisi kotak saran
yang terletak di Gedung Pelayanan Publik, Kantor
Loka POM di Kabupaten Indramayu Plaza UMKM Jl.
Letjen. S. Parman No.19, Margadadi, Kec. Indramayu,
Kabupaten Indramayu

b. Surat
Ditujukan kepada Kepala Loka POM di kabupaten
Indramayu, Plaza UMKM Jl. Letjen. S. Parman No.19,
Margadadi, Kec. Indramayu, Kabupaten Indramayu.

c. E-mail: loka_indramayu@pom.go.id

d. Telepon: 0234-2502040

e. Aplikasi Whatsapp 081121909233 (layanan
percakapan melalui teks)

f. Media sosial: Instagram (@bpom.indramayu)

g. Layanan Asipirasi dan Pengaduan Online Rakyat
(LAPOR!): https://bpom.lapor.go.id

Seluruh pengaduan, saran dan masukan/apresiasi yang
diterima Loka POM di Kabupaen Indramayu akan
ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Langkah-langkah pengelolaan pengaduan, saran dan
masukan/apresiasi dari masyarakat setidak-tidaknya
meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a. Mengumpulkan seluruh pengaduan yang masuk ke
Loka POM di Kabupaten Indramayu;
b. Meneliti dokumen dan/atau informasi yang pernah
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang
baru diterima,;
Melakukan rekapitulasi pengaduan yang masuk;
Merumuskan inti masalah yang diadukkan;
Menetapkan rencana tindak lanjut pengaduan;
Melaksanakan tindak lanjut pengaduan; dan

0 Q0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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NO

KOMPONEN

URAIAN

g. Dokumentasi dan publikasi melalui saluran resmi

Loka POM di Kabupaten Indramayu.

PENGELOLAAN PELAYANAN

1.

Dasar
Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821;
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7115);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Kemudahan, perlindungan dan Pemberdayaan
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 17);

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 27 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan
Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Obat dan
Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 747);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2026 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat dan
Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7168);

Peraturan Badan POM Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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NO

KOMPONEN

URAIAN

Elektronik Sektor Obat dan Makanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194);

9. Peraturan Badan POM Nomor 29 Tahun 2023 tentang
Persyaratan Keamanan Dan Mutu Obat Bahan Alam
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 888);

10. Peraturan Badan POM Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang
Baik (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 474);

11. Peraturan Badan POM Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penerapan Cara Pembuatan Obat tradisional yang
Baik (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1153); dan

12. Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2022 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan Aspek Cara
Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik secara
Bertahap (Berita Acara Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 1259).

Sarana dan
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

Layanan diberikan secara online dengan mengakses
www.0ss.20.id dan www.e-sertifikasi.pom.go.id

Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas untuk
kelompok rentan:

Parkir khusus kelompok rentan;

Guiding block khusus kelompok rentan;

Pintu masuk yang mudah diakses;

Ruang tunggu untuk kelompok rentan;

Loket khusus kelompok rentan;

Papan menulis untuk berkebutuhan khusus;

Alat bantu dengar untuk tuna rungu;

Kaca mata baca;

WOk W=

Petugas pendamping khusus kelompok rentan;
.Arena bermain anak dengan pemantauan oleh
petugas;
11. Kursi roda;
12. Alat bantu jalan/tongkat/kruk.

—
o

Jam layanan:

Senin — Kamis: 07.30 — 16.00 (tanpa istirahat)

Jumat: 07.30 — 15.30 (tanpa istirahat)
Sabtu/Minggu/Hari Libur/di luar jam layanan:
kondisi/kasus  tertentu (Kejadian Luar  Biasa,
penanganan kasus, permohonan pengujian dari lintas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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NO

KOMPONEN

URAIAN

sektor, keracunan pangan, pengujian sampel kasus dari
kepolisian atau lintas sektor terkait, pameran,
Komunikasi, Informasi dan Edukasi, dll), atau dengan
perjanjian.

Apabila terdapat perubahan waktu layanan, informasi
akan disampaikan melalui pengumuman pada loket
layanan, subsite, media sosial resmi, dan/atau media
lainnya.

Lokasi pelayanan dan media pelayanan:

a. Kantor Loka POM di kabupaten Indramayu Plaza
UMKM Jl. Letjen. S. Parman No.19, Margadadi, Kec.
Indramayu, Kabupaten Indramayu.

b. E-mail: loka_indramayu@pom.go.id

c. Telepon: 0234-2502040

d. Aplikasi Whatsapp 081121909233 (layanan
percakapan melalui teks)

e. Media sosial: Instagram (@bpom.indramayu)

Kompetensi
Pelaksana

1. Memiliki pendidikan minimal Sarjana (S1);

2. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan

benar;

3. Memahami Peraturan Perundangan yang berkaitan

dengan Obat dan Makanan;

4. Mampu mengoperasikan komputer program Ms.

Office, internet, alat komunikasi dan media sosial;

S. Memiliki Kompetensi Pelayanan Publik, serta

memahami dan menerapkan Core values ASN
BerAKHLAK, berorientasi Pelayanan, Akuntabel,
Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

6. Memahami dan menerapkan pengendalian gratifikasi,

penanganan benturan kepentingan, dan Whistle
Blowing System (WBS), menegakkan integritas serta
mengampanyekan anti penyuapan dalam pelaksanaan
tugas.

7. Mampu mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko
kesehatan dan keselamatan kerja serta mampu
melakukan pengendaliannya dalam pelaksanaan
tugas.

8. Memahami Informasi dan Registrasi Obat dan
Makanan; dan

9. Memahami Peraturan terkait Obat dan Makanan.

Pengawasan
Internal

a. Pengawasan internal dilaksanakan secara berjenjang
yaitu oleh atasan langsung; Kepala Loka POM di

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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KOMPONEN

URAIAN

Kabupaten Indramayu; dan/atau Inspektorat Badan
POM

Pengawasan internal menerapkan Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah dan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Jumlah
Pelaksana

Petugas

Pelaksana yang bertugas pada layanan

Sertifikasi minimal sebanyak 2 (dua) orang.

Jaminan
Pelayanan

1.

Pemberian pelayanan dilakukan sesuai

standar pelayanan.

dengan

Pemberian pelayanan dapat disesuaikan apabila
terdapat keadaan kahar atau suatu keadaan di luar
kendali sistem pelayanan.

Standar pelayanan dapat dilakukan perubahan sesuai
kebutuhan pelayanan publik, perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta perubahan
peraturan perundang-undangan.

Jaminan
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan

. Jaminan

. Tersedianya sarana dan prasarana yang aman dan

nyaman;

. Tersedia sistem keamanan di lingkungan tempat

pelayanan;

. Pemberian pelayanan dilakukan dengan profesional,

akuntabel, dan tidak ada benturan kepentingan;
Jaminan kerahasiaan dokumen perusahaan; dan
data pelanggan yang
mendapatkan pelayanan/menyampaikan pengaduan,
dan/atau masukan terhadap pelayanan.

kerahasiaan

Evaluasi
Kinerja
Pelaksana

. Terhadap pelaksana pelayanan publik dilakukan

evaluasi secara rutin dan berkelanjutan;

. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat untuk

perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

. Hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat

dipublikasi melalui media resmi Loka POM di

Kabupaten Indramayu.

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN INDRAMAYU,

i e

MUHAMMAD FADILLAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR OT.03.04.6C.09.26.13 TAHUN 2026
TENTANG

STANDAR PELAYANAN LOKA PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI KABUPATEN INDRAMAYU

STANDAR PELAYANAN

SERTIFIKASI PEMENUHAN ASPEK CARA PEMBUATAN KOSMETIKA YANG

BAIK (CPKB)

DEFINISI/PENGERTIAN UMUM

1.

Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik yang selanjutnya disingkat CPKB
adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan Kosmetik yang bertujuan untuk
menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan
mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya.

. Notifikasi Kosmetika yang selanjutnya disebut Notifikasi adalah
persetujuan yang diberikan oleh Kepala Badan terhadap pemberitahuan dari
pelaku usaha untuk mengedarkan Kosmetika di wilayah Indonesia setelah
pelaku usaha memenuhi persyaratan pengajuan permohonan izin
edar Kosmetika.

. Pembuatan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengadaan semua
bahan awal, proses pengolahan, dan pengemasan sampai pelulusan produk
jadi untuk didistribusikan serta Pengawasan mutu yang dilakukan pada
setiap langkah kegiatan tersebut.

. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan distribusi atau
penyerahan Obat dan Makanan baik dalam rangka perdagangan, bukan
perdagangan, atau pemindahtanganan.

. Pemilik Nomor Notifikasi adalah industri Kosmetik, importir Kosmetik, dan
usaha perseorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi yang
telah menerima pemberitahuan Kosmetik telah dinotifikasi.

. Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah,

membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk, Pengawasan mutu dan

pemastian mutu sediaan Obat dan Makanan.

NO | KOMPONEN URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN

1. Persyaratan A. Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan

Kosmetik yang Baik Golongan A / Golongan B Baru:

a. Surat permohonan;

b. Persetujuan Denah Bangunan Industri
Kosmetika

c. Dokumen penerapan sistem mutu CPKB meliputi
aspek sistem manajemen mutu, personalia,
bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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higiene, produksi, pengawasan mutu,
dokumentasi, penyimpanan, penanganan
keluhan dan penarikan produk sesuai dengan
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
yang mengatur mengenai CPKB;

d. Surat persetujuan penggunaan fasilitas bersama
yang masih berlaku dengan bentuk sediaan
sesuai dengan permohonan untuk sarana
produksi yang menggunakan fasilitas bersama
Kosmetika dengan komoditi obat atau Obat
Bahan Alam; dan

e. Memiliki penanggung jawab teknis sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

B. Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Golongan A /

Golongan B Perubahan Teknis

Perubahan teknis Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB

Golongan A / Golongan B, terdiri dari:

a. Penambahan  kapasitas produksi dengan
perubahan fungsi ruangan tanpa perubahan
tingkat kebersihan dan/atau dengan perubahan
peralatan,;

b. Penambahan ruangan terkait perubahan
kapasitas produksi dengan perubahan terhadap
tingkat kebersihan,;

c. Penambahan gudang di luar alamat yang
tercantum pada izin sarana; dan/atau

d. Penambahan gudang di satu lokasi sarana.

Persyaratan teknis meliputi:

a. Persetujuan denah bangunan industri
kosmetika;

b. Dokumen penerapan sistem mutu disesuaikan
dengan perubahan teknis yang diajukan; dan

c. Surat persetujuan penggunaan fasilitas bersama
yang masih berlaku dengan bentuk sediaan
sesuai dengan permohonan untuk sarana
produksi yang menggunakan fasilitas bersama
dengan obat atau Obat Bahan Alam.

Sistem,
Mekanisme,
dan Prosedur

Pengajuan permohonan dilakukan melalui OSS - RBA
(online Single Submission) www.0ss.go.id setelah
memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) untuk layanan
Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan
Kosmetika Yang Baik secara Bertahap Golongan A /
Golongan B.
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Alur Permoh, Sertifikat P han Aspek Cara Py ik Yang Baik gan A/ Golongan B
Pemohon Loka POM & Kabupaten Indramayu
/ Mengajukan P8 UMKU Sertfikat ™\ =~
| Pemenuhan Aspek CPKB Golongan A } ] 2 ﬂl Menerima permohonan secara
\ dan mengunggah dokumen / | elekironk
\_ Ppendukung melalui 0ssgoid / !
| b ) vakiasi
Langkap
A

Pemerksaan sarana }

A

| Menerima surat hasi 1 = Penerbitan surat hasi pemenksaan
| pemeriksaan —

Tidak memenuty
g eetusn

Corrective Action, Prevenive Maksmal 20 hari kerja _
T - Memeruty

Action (CAPA) totertuan
... Evaluasi

Lenghap

Rekomendasi Penerbitan
| Sertifikat Pemenuhan Aspek
CPKB Golongan A

Informasi ini dapat diperoleh antara lain
dipublikasikan di subsite
https://indramayu.pom.go.id/ serta media promosi
dan komunikasi resmi lainnya.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur untuk kelompok

rentan:

1. Kelompok rentan yang membawa kendaraan
pribadi dapat memarkirkan kendaraan pada tempat
parkir khusus.

2. Kelompok rentan yang membutuhkan bantuan
misalnya cacat fisik dan tunanetra, dibantu oleh
petugas khusus kelompok rentan

3. Petugas khusus kelompok rentan memberikan
nomor untuk menuju loket pelayanan kelompok
rentan/ disabilitas.

4. Bila tidak ada antrian, maka dapat langsung
dilayani oleh petugas pelayanan.

5. Bila terdapat antrian, maka diarahkan ke ruang
tunggu khusus kelompok rentan.

6. Pelayanan dilakukan oleh petugas loket layanan
kelompok rentan/ disabilitas, menggunakan alat
bantu sesuai kebutuhan.

7. Setelah layanan selesai, petugas mengarahkan
kelompok rentan untuk mengisi survei kepuasan
pelanggan.

8. Bagi kelompok rentan yang membutuhkan
bantuan didampingi oleh petugas khusus untuk
menuju keluar ruang pelayanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Apabila terjadi keadaan kahar atau keadaan di luar
kendali sistem pelayanan, maka pengguna layanan
dapat menghubungi petugas layanan melalui saluran
resmi pelayanan kami.

Jangka Waktu
Pelayanan

a. Evaluasi dokumen dan pemeriksaan sarana
dilakukan maksimal 20 (dua puluh) hari kerja dari
tanggal pengajuan dan dokumen dinyatakan
lengkap;

b. Hasil pemeriksaan sarana diterbitkan maksimal 20
(dua puluh) hari kerja setelah pemeriksaan sarana
dilakukan, dikirimkan email ke
loka_indramayu@pom.go.id;

c. Hasil evaluasi tindakan perbaikan diterbitkan
maksimal 20 (dua puluh) hari kerja setelah
pemohon menyerahkan perbaikan, dikirimkan
melalui email loka_indramayu@pom.go.id;

d. Analisis hasil pemeriksaan diterbitkan maksimal 5
(lima) hari kerja setelah seluruh hasil temuan
dinyatakan selesai.

e. Apabila dari hasil pemeriksaan, Industri Kosmetika
memerlukan penyampaian perbaikan CAPA maka
penyampaian tambahan data paling banyak 3 (tiga)
kali dengan batas waktu masing-masing paling
lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak
tanggal hasil evaluasi. Penyampaian CAPA
dilakukan melalui email ke
loka_indramayu@pom.go.id;

Biaya/Tarif

Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Secara Bertahap

Golongan A:

a. Baru: Rp1.000.000,00 per sertifikat;

b. Pembaharuan: Rp500.000,00 per sertifikat;

c. Perubahan administrasi: Rp 250.000,00 per
sertifikat;

d. Perubahan teknis: Rp 500.000,00 per sertifikat

Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Secara Bertahap
Golongan B:
Biaya layanan: Rp0,00

(Biaya/Tarif mengacu pada Peraturan Pemerintah
Nomor 15 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku
di Badan POM)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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S. Produk Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan
Pelayanan Kosmetika Yang Baik (CPKB).

0. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan /apresiasi dapat
Pengaduan, disampaikan melalui saluran:
saran, dan | a. Langsung/tatap muka:
Masukan/Apr Pelanggan dapat menyampaikan langsung kepada
esiasi petugas layanan pengaduan di loket layanan /

ruangan khusus pengaduan / mengisi kotak saran
yang terletak di Gedung Pelayanan Publik, Kantor
Loka POM di Kabupaten Indramayu Plaza UMKM Jl.
Letjen. S. Parman No.19, Margadadi, Kec.
Indramayu, Kabupaten Indramayu

b. Surat
Ditujukan kepada Kepala Loka POM di kabupaten
Indramayu, Plaza UMKM Jl. Letjen. S. Parman
No.19, Margadadi, Kec. Indramayu, Kabupaten
Indramayu.

c. E-mail: loka_indramayu@pom.go.id

d. Telepon: 0234-2502040

e. Aplikasi Whatsapp 081121909233 (layanan
percakapan melalui teks)

f. Media sosial: Instagram (@bpom.indramayu)

g. Layanan Asipirasi dan Pengaduan Online Rakyat
(LAPOR!): https://bpom.lapor.go.id

Seluruh pengaduan, saran dan masukan/apresiasi
yang diterima Loka POM di Kabupaen Indramayu akan
ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Langkah-langkah pengelolaan pengaduan, saran dan
masukan/apresiasi dari masyarakat setidak-tidaknya
meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a. Mengumpulkan seluruh pengaduan yang masuk ke
Loka POM di Kabupaten Indramayu;
b. Meneliti dokumen dan/atau informasi yang pernah
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan
yang baru diterima;
Melakukan rekapitulasi pengaduan yang masuk;
Merumuskan inti masalah yang diadukkan;
Menetapkan rencana tindak lanjut pengaduan;
Melaksanakan tindak lanjut pengaduan; dan
Dokumentasi dan publikasi melalui saluran resmi
Loka POM di Kabupaten Indramayu.

@™o o0

PENGELOLAAN PELAYANAN

1.

Dasar
Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7115);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Kemudahan, perlindungan dan Pemberdayaan
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 17);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 27 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan
Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Obat dan
Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 747)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2026 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat dan
Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7168);

8. Peraturan Menteri Kesehatan RI no.
1176 /Men.Kes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi
Kosmetik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 397);

9. Peraturan Kepala Badan POM 11 Tahun 2016 tentang
Pedoman  Penerapan  Higiene  Sanitasi dan
Dokumentasi pada Industri Kosmetika Golongan B
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 880);

10. Peraturan Kepala Badan POM No. 17 Tahun 2023
tentang pedoman Dokumen Informasi Produk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Kosmetik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 588);

Peraturan Badan POM Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik Sektor Obat dan Makanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194);
Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Cemaran dalam Kosmetika (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 738);

Peraturan Badan POM Nomor 25 Tahun 2025 tentang
Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 742);
Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2022 tentang
Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1020);
Peraturan Badan POM Nomor 18 tahun 2024 tentang
Penandaan, Promosi dan Iklan Kosmetik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 893;
Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas PerBPOM Nomor 25 Tahun 2019
tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang
Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1663);

Peraturan Badan POM Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Bentuk dan Jenis Sediaan Kosmetika tertentu yang
dapat diproduksi oleh Industri Kosmetika yang
memiliki sertifikat Produksi Kosmetika Golongan B
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 177);

Keputusan Kepala Badan POM No.
HK.02.01.1.2.03.21.125 tahun 2021 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerbitan
Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun.

Sarana dan
Prasarana,
san/atau
Fasilitas

Layanan diberikan secara online dengan mengakses
WWW.0ss.go.id

Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas untuk
kelompok rentan:

ok

Parkir khusus kelompok rentan;

Guiding block khusus kelompok rentan;
Pintu masuk yang mudah diakses;

Ruang tunggu untuk kelompok rentan;
Loket khusus kelompok rentan;

Papan menulis untuk berkebutuhan khusus;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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7. Alat bantu dengar untuk tuna rungu,;

8. Kaca mata baca;

9. Petugas pendamping khusus kelompok rentan;

10. Arena bermain anak dengan pemantauan oleh
petugas;

11. Kursi roda;

12. Alat bantu jalan/tongkat/kruk.

Jam layanan:

Senin — Kamis: 07.30 — 16.00 (tanpa istirahat)

Jumat: 07.30 — 15.30 (tanpa istirahat)
Sabtu/Minggu/Hari Libur/di luar jam layanan:
kondisi/kasus tertentu (Kejadian Luar Biasa,
penanganan kasus, permohonan pengujian dari lintas
sektor, keracunan pangan, pengujian sampel kasus dari
kepolisian atau lintas sektor terkait, pameran,
Komunikasi, Informasi dan Edukasi, dll), atau dengan
perjanjian.

Apabila terdapat perubahan waktu layanan, informasi
akan disampaikan melalui pengumuman pada loket
layanan, subsite, media sosial resmi, dan/atau media
lainnya.

Lokasi pelayanan dan media pelayanan:

a. Kantor Loka POM di kabupaten Indramayu Plaza
UMKM Jl. Letjen. S. Parman No.19, Margadadi, Kec.
Indramayu, Kabupaten Indramayu.

b. E-mail: loka_indramayu@pom.go.id

Telepon: 0234-2502040

Aplikasi ~ Whatsapp 081121909233 (layanan

percakapan melalui teks)

a0

e. Media sosial:

f. Instagram (@bpom.indramayu)
Kompetensi 1. Memiliki pendidikan minimal Sarjana (S1);
Pelaksana 2. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan

benar;

3. Memahami Peraturan Perundangan yang berkaitan
dengan Obat dan Makanan;

4. Mampu mengoperasikan komputer program Ms.
Office, internet, alat komunikasi dan media sosial;

5. Memiliki Kompetensi Pelayanan Publik, serta
memahami dan menerapkan Core values ASN
BerAKHLAK, berorientasi Pelayanan, Akuntabel,
Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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. Memahami

. Memahami

dan pengendalian
gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, dan
Whistle Blowing System (WBS), menegakkan
integritas serta mengampanyekan anti penyuapan
dalam pelaksanaan tugas.

menerapkan

. Mampu mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko

kesehatan dan keselamatan kerja serta mampu
melakukan pengendaliannya dalam pelaksanaan
tugas.

Obat dan

Informasi dan Registrasi

Makanan; dan

. Memahami Peraturan terkait Obat dan Makanan.

Pengawasan
Internal

Pengawasan internal dilaksanakan secara berjenjang
yaitu oleh atasan langsung; Kepala Loka POM di
Kabupaten Indramayu; dan/atau Inspektorat Badan
POM

Pengawasan internal menerapkan Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah dan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Jumlah
Pelaksana

Petugas

Pelaksana yang bertugas pada layanan

Sertifikasi minimal sebanyak 2 (dua) orang.

Jaminan
Pelayanan

1.

Pemberian pelayanan dilakukan sesuai dengan
standar pelayanan.

Pemberian pelayanan dapat disesuaikan apabila
terdapat keadaan kahar atau suatu keadaan di luar

kendali sistem pelayanan.

. Standar pelayanan dapat dilakukan perubahan

sesuai kebutuhan pelayanan publik, perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan
peraturan perundang-undangan.

Jaminan
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan

. Tersedianya sarana dan prasarana yang aman dan

nyaman,;

. Tersedia sistem keamanan di lingkungan tempat

pelayanan;

. Pemberian pelayanan dilakukan dengan profesional,

akuntabel, dan tidak ada benturan kepentingan,;
Jaminan kerahasiaan dokumen perusahaan; dan
Jaminan kerahasiaan data pelanggan yang
mendapatkan pelayanan/menyampaikan
pengaduan, dan/atau masukan terhadap pelayanan.

Evaluasi
Kinerja
Pelaksana

. Terhadap pelaksana pelayanan publik dilakukan

evaluasi secara rutin dan berkelanjutan;

. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat untuk

perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.
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3. Hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
dipublikasi melalui media resmi Loka POM di
Kabupaten Indramayu.

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN INDRAMAYU,

MUHAMMAD FADILLAH
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LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR OT.03.04.6C.09.26.13 TAHUN 2026
TENTANG

STANDAR PELAYANAN LOKA PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI KABUPATEN INDRAMAYU

STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN REKOMENDASI SEBAGAI PEMOHON NOTIFIKASI
KOSMETIK

DEFINISI/PENGERTIAN UMUM

1. Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik yang selanjutnya disingkat CPKB
adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan Kosmetik yang bertujuan untuk
menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan
mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya.

2. Notifikasi Kosmetika yang selanjutnya disebut Notifikasi adalah
persetujuan yang diberikan oleh Kepala Badan terhadap pemberitahuan dari
pelaku usaha untuk mengedarkan Kosmetika di wilayah Indonesia setelah
pelaku usaha memenuhi persyaratan pengajuan permohonan izin
edar Kosmetika.

3. Pembuatan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengadaan semua
bahan awal, proses pengolahan, dan pengemasan sampai pelulusan produk
jadi untuk didistribusikan serta Pengawasan mutu yang dilakukan pada
setiap langkah kegiatan tersebut.

4. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan distribusi atau
penyerahan Obat dan Makanan baik dalam rangka perdagangan, bukan
perdagangan, atau pemindahtanganan.

5. Pemilik Nomor Notifikasi adalah industri Kosmetik, importir Kosmetik,
dan usaha perseorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi
yang telah menerima pemberitahuan Kosmetik telah dinotifikasi.

6. Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan,
mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk,
Pengawasan mutu dan pemastian mutu sediaan Obat dan Makanan.

NO | KOMPONEN URAIAN

PENYAMPAIAN PELAYANAN

1. Persyaratan A. Dokumen Administratif
1. NIB dengan KBLI sebagai berikut:
a. 46441: Perdagangan Besar Obat Farmasi
Untuk Manusia (Meliputi Bahan Obat, Bahan
Obat Alam, Kosmetik, Obat Kuasi, Suplemen
Kesehatan, Obat, Dan Obat Bahan Alam);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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NO

KOMPONEN

URAIAN

abhowb

b. 46442: Perdagangan Besar Obat Bahan Alam
Untuk Hewan (Meliputi Bahan Obat Hewan,
Kosmetik Hewan, Dan Obat Hewan);

c. 47111: Perdagangan Eceran Berbagai Macam
Barang yang Utamanya, Makanan, Minuman
atau Tembakau Dengan Sistem Swalayan

d. 47112: Perdagangan Eceran Berbagai Macam
Barang yang Utamanya Makanan, Minuman
atau Tembakau Selain Dengan Sistem
Swalayan,;

e. 47191: Perdagangan Eceran Berbagai Macam
Barang yang Utamanya Bukan Makanan,
Minuman atau Tembakau Dengan Sistem
Swalayan,;

f. 47192: Perdagangan Eceran Berbagai Macam
Barang yang Utamanya Bukan Makanan,
Minuman atau Tembakau Selain Dengan
Sistem Swalayan;

g. 4772: Perdagangan Eceran Bahan dan
Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Prfum, Dan
Kosmetik;

h.47724: Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk
Manusia;

i. 47728: Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk
Hewan;

j- 20232: Industri Kosmetik Untuk Manusia,

Cairan Lensa Kontak; dan
k. 20233: Industri Kosmetik Untuk Hewan.
KTP;
Direktur dan/atau Pimpinan Perusahaan;
NPWP;
Pernyataan direksi atau pimpinan perusahaan
yang tidak terlibat dalam tindak pidana di
bidang kosmetik;
Status kepemilikan bangunan (milik
sendiri/sewa dengan perjanjian sewa dengan
minimal waktu sewa 1 tahun) (kontrak sewa
bangunan);
Pengajuan PB-UMKU Rekomendasi sebagai
Pemohon Notifikasi Kosmetika melalui oss.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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B. Dokumen Teknis

1.

Surat perjanjian kerjasama antara PJT dan

direktur;

KTP Penanggung Jawab Teknis;

Kualifikasi penanggung jawab teknis

ditunjukkan dengan ijazah (Importir) (minimal

S1 bidang ilmu farmasi, ilmu kedokteran, ilmu

biologi atau ilmu kimia); Usaha

Perorangan/Badan Usaha yang melakukan

kontrak produksi minimal tenaga teknis

kefarmasian);

Terkait pengemasan sekunder/pelabelan:

a. Prosedur Tertulis Pelabelan;

b. Form Catatan Pelabelan;

c. Prosedur Tertulis Pengemasan Sekunder;

d. Form Catatan Pengemasan Sekunder.

Terkait Penanganan Sampel Pertinggal:

a. Prosedur Tertulis Penanganan Sampel
Pertinggal;

b. Form Catatan Penanganan Sampel
Pertinggal.

Terkait Penanganan Produk Kembalian:

a. Prosedur Penanganan Produk Kembalian;

b. Form Catatan Penanganan Produk
Kembalian.

Terkait Penyimpanan:

a. Prosedur Tertulis Pengadaan, Penerimaan
dan Penyimpanan Kosmetika;

Form Catatan Pengadaan Kosmetika;

c. Form catatan persediaan/kartu stok dari
setiap Kosmetika (kaidah FIFO/FEFO,
minimal memuat keterangan nama produk,
nomor batch, tanggal penerimaan dan
tanggal pengeluaran, nama penerima,
jumlah penerimaan dan jumlah
pengeluaran)

Terkait Penanganan Keluhan

a. Prosedur Tertulis Penanganan Keluhan;

b. Form Catatan Penanganan Keluhan.

Terkait Penarikan Produk

a. Prosedur Tertulis Penarikan Produk;

b. Form Catatan Penarikan Produk.

10. Terkait Pemusnahan Produk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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a. Prosedur Tertulis Pemusnahan Produk;

b. Form Catatan Pemusnahan Produk.

11. Tersedia tempat penyimpanan Contoh Pertinggal
sesuai dengan kondisi penyimpanan yang
tercantum dalam penandaan;

12. Terkait penyimpanan:

a. Tempat penyimpanan dirancang dan
disesuaikan untuk memastikan kondisi dan
kapasitas penyimpanan memadai;

b. Kosmetik disimpan sesuai dengan kondisi
penyimpanan yang tercantum = dalam
penandaan;

c. Tempat penyimpanan kering, tidak panas,
tidak lembab, suhu kamar dan terhindar
dari sinar matahari langsung.

13. Terkait sanitasi:

a. Prosedur tertulis pembersihan sarana,;

b. Form catatan pembersihan sarana;

c. Prosedur pengendalian hama,;

d. Form catatan pengendalian hama.

2. Sistem, - Pengajuan permohonan dilakukan melalui OSS—- RBA
Mekanisme, (online Single Submission) www.0ss.go.id setelah

memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) untuk layanan
Sertifikasi Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi
Kosmetika.

o

0 0
Alur Permohenan Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika

Pemohon Loka POM di Kabupaten Indramayu

7 Pengajuan P8 UMKU Rekomendasi Pemohon
\ Notifkasi Kosmetika dilengkapt dokumen pendukung 1

\ —o[ Penerimaan permobonan \
diossoid
[

Y

e T
Ticak Lenghap W

Longh
¥ Maksimad 7 hant

L Pemeriksaan sarana dstribusi J

v

0 /—-[Menemna surat hasil pemeriksaan ],Mﬂ Penertitan surat hasi pemeriksaan| 0

o et——— Y

¥ Mskseal 20 han

Tindakan Pencegahan dan Tindakan
“—{ Perbaikan (TPTP) atau Comective
Action, Preventive Action (CAPA) ’ Nemenuhi kelensan
'Y
s Tiéak Lenghap Evalasi
v Macsmai § han
Penerbitan Rekomendasi
Pemohon Notifikasi Kosmetia 1
di 0ss.goid ==
0 O 0]
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- Hasil pemeriksaan sarana dan tindak lanjut CAPA
serta hasil evaluasi CAPA akan dikirimkan melalui
email loka_indramavu@pom.go.id

Informasi ini dapat diperoleh antara lain dipublikasikan
di subsite https://indramayu.pom.go.id/ serta media
promosi dan komunikasi resmi lainnya.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur untuk kelompok

rentan:

1. Kelompok rentan yang membawa kendaraan pribadi
dapat memarkirkan kendaraan pada tempat parkir
khusus.

2. Kelompok rentan yang membutuhkan bantuan
misalnya cacat fisik dan tunanetra, dibantu oleh
petugas khusus kelompok rentan

3. Petugas khusus kelompok rentan memberikan
nomor untuk menuju loket pelayanan kelompok
rentan/ disabilitas.

4. Bila tidak ada antrian, maka dapat langsung
dilayani oleh petugas pelayanan.

5. Bila terdapat antrian, maka diarahkan ke ruang
tunggu khusus kelompok rentan.

6. Pelayanan dilakukan oleh petugas loket layanan
kelompok rentan/ disabilitas, menggunakan alat
bantu sesuai kebutuhan.

7. Setelah layanan selesai, petugas mengarahkan
kelompok rentan untuk mengisi survei kepuasan
pelanggan.

8. Bagi kelompok rentan yang membutuhkan
bantuan didampingi oleh petugas khusus untuk
menuju keluar ruang pelayanan.

Apabila terjadi keadaan kahar atau keadaan di luar
kendali sistem pelayanan, maka pengguna layanan
dapat menghubungi petugas layanan melalui saluran
resmi pelayanan kami.

Jangka
Waktu
Pelayanan

Penerbitan surat hasil pemeriksaan dan atau
rekomendasi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah
pemeriksaan sarana untuk Rekomendasi sebagai
Pemohon Notifikasi apabila memenuhi ketentuan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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Apabila dari hasil pemeriksaan, Pelaku Usaha
memerlukan penyampaian perbaikan CAPA maka
penyampaian tambahan data paling banyak 3 (tiga) kali
dengan batas waktu masing-masing paling lambat 20
(dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal hasil
evaluasi.

Biaya/Tarif

Baru

1. Importir: Rp1.000.000,00 per persetujuan.

2. Badan Usaha Yang Melakukan Kontrak Produksi:
Rp250.000,00 per persetujuan.

Perubahan

1. Importir: Rp500.000,00 per persetujuan.

2. Badan Usaha Yang Melakukan Kontrak Produksi:
Rp100.000,00 per persetujuan.

(Biaya/Tarif mengacu pada Peraturan Pemerintah No.
15 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Pendapatan
Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Badan
POM).

Produk
Pelayanan

Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi baik Importir
Kosmetik ataupun Badan Usaha Pemilik Notifikasi
Kosmetik (BUPN).

Penanganan
Pengaduan,
saran, dan
Masukan/Ap
resiasi

Pengaduan, saran dan masukan /apresiasi dapat

disampaikan melalui saluran:

a. Langsung/tatap muka:
Pelanggan dapat menyampaikan langsung kepada
petugas layanan pengaduan di loket layanan /
ruangan khusus pengaduan / mengisi kotak saran
yang terletak di Gedung Pelayanan Publik, Kantor
Loka POM di Kabupaten Indramayu Plaza UMKM Jl.
Letjen. S. Parman No.19, Margadadi, Kec. Indramayu,
Kabupaten Indramayu

b. Surat
Ditujukan kepada Kepala Loka POM di kabupaten
Indramayu, Plaza UMKM Jl. Letjen. S. Parman No.19,
Margadadi, Kec. Indramayu, Kabupaten Indramayu.

c. E-mail: loka_indramayu@pom.go.id

d. Telepon: 0234-2502040

e. Aplikasi Whatsapp 081121909233 (layanan
percakapan melalui teks.

f. Media sosial: Instagram (@bpom.indramayu)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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(LAPOR!): https://bpom.lapor.go.id

Loka POM di Kabupaten Indramayu;

baru diterima;

™o oo

Loka POM di Kabupaten Indramayu.

PENGELOLAAN PELAYANAN

1.

Dasar 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Hukum Perlindungan Konsumen (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3821);

Nomor 6856);

Nomor 17);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

g. Layanan Asipirasi dan Pengaduan Online Rakyat

Seluruh pengaduan, saran dan masukan/apresiasi
yang diterima Loka POM di Kabupaen Indramayu akan
ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Langkah-langkah pengelolaan pengaduan, saran dan
masukan/apresiasi dari masyarakat setidak-tidaknya
meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Mengumpulkan seluruh pengaduan yang masuk ke

b. Meneliti dokumen dan/atau informasi yang pernah
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang

Melakukan rekapitulasi pengaduan yang masuk;
Merumuskan inti masalah yang diadukkan;
Menetapkan rencana tindak lanjut pengaduan;
Melaksanakan tindak lanjut pengaduan; dan
Dokumentasi dan publikasi melalui saluran resmi

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Pengganti

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Kemudahan, perlindungan dan Pemberdayaan
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
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10.

11

12.

13.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 27 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan
Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Obat dan
Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 747);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 198 dan Tambahan Lembar
Negara Nomor 7115);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2026
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7168);

Peraturan Menteri Kesehatan RI no.
1176 /Men.Kes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi
Kosmetik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 397)

Peraturan Kepala Badan POM 11 Tahun 2016
tentang Pedoman Penerapan Higiene Sanitasi dan
Dokumentasi pada Industri Kosmetika Golongan B
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 880);

Peraturan Kepala Badan POM No. 17 Tahun 2023
tentang pedoman Dokumen Informasi Produk
Kosmetik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 588);

. Peraturan Badan POM Nomor 5 Tahun 2024 tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik Sektor Obat dan Makanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194);
Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2019
tentang Cemaran dalam Kosmetika (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 738);
Peraturan Badan POM Nomor 25 Tahun 2025
tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 742);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1020);

Peraturan Badan POM Nomor 18 tahun 2024
tentang Penandaan, Promosi dan Iklan Kosmetik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 893);

Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Per BPOM Nomor 25 Tahun
2019 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika
yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1663);

Peraturan Badan POM Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Bentuk dan Jenis Sediaan Kosmetika tertentu yang
dapat diproduksi oleh Industri Kosmetika yang
memiliki sertifikat Produksi Kosmetika Golongan B
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 177);

Keputusan Kepala Badan POM No.
HK.02.01.1.2.03.21.125 tahun 2021 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerbitan
Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi
Kosmetika.

Sarana dan
Prasarana,
san/atau
Fasilitas

Layanan diberikan secara online dengan mengakses

WWW.088S.g0.id

Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas untuk
kelompok rentan:

VO NoOh b=

—
o

Parkir khusus kelompok rentan;

Guiding block khusus kelompok rentan;

Pintu masuk yang mudah diakses;

Ruang tunggu untuk kelompok rentan;

Loket khusus kelompok rentan;

Papan menulis untuk berkebutuhan khusus;
Alat bantu dengar untuk tuna rungu;

Kaca mata baca;

Petugas pendamping khusus kelompok rentan;

.Arena bermain anak dengan pemantauan oleh

petugas;

11. Kursi roda;
12. Alat bantu jalan/tongkat/kruk.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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Jam layanan:

Senin — Kamis: 07.30 — 16.00 (tanpa istirahat)

Jumat: 07.30 — 15.30 (tanpa istirahat)

Sabtu/Minggu/Hari Libur/di luar jam layanan:

kondisi/kasus tertentu (Kejadian Luar Biasa,

penanganan kasus, permohonan pengujian dari lintas

sektor, keracunan pangan, pengujian sampel kasus dari

kepolisian atau lintas sektor terkait, pameran,

Komunikasi, Informasi dan Edukasi, dll), atau dengan

perjanjian.

Apabila terdapat perubahan waktu layanan, informasi

akan disampaikan melalui pengumuman pada loket

layanan, subsite, media sosial resmi, dan/atau media

lainnya.

Lokasi pelayanan dan media pelayanan:

a. Kantor Loka POM di kabupaten Indramayu Plaza
UMKM Jl. Letjen. S. Parman No.19, Margadadi, Kec.
Indramayu, Kabupaten Indramayu.

b. E-mail: loka _indramavu@pom.go.id

c. Telepon: 0234-2502040

d. Aplikasi  Whatsapp 081121909233 (layanan
percakapan melalui teks)

e. Media sosial: Instagram (@bpom.indramayu)

3. Kompetensi |1. Memiliki pendidikan minimal Sarjana (S1);
Pelaksana 2. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan

benar;

3. Memahami Peraturan Perundangan yang berkaitan

dengan Obat dan Makanan;

4. Mampu mengoperasikan komputer program Ms.

Office, internet, alat komunikasi dan media sosial;

5. Memiliki Kompetensi Pelayanan Publik, serta

memahami dan menerapkan Core values ASN
BerAKHLAK, berorientasi Pelayanan, Akuntabel,
Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

6. Memahami dan menerapkan pengendalian

gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, dan
Whistle Blowing System (WBS), menegakkan
integritas serta mengampanyekan anti penyuapan
dalam pelaksanaan tugas.

7. Mampu mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko

kesehatan dan keselamatan kerja serta mampu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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melakukan pengendaliannya dalam pelaksanaan
tugas.

8. Memahami Informasi
Makanan; dan

9. Memahami Peraturan terkait Obat dan Makanan.

dan Registrasi Obat dan

Pengawasan
Internal

a. Pengawasan internal dilaksanakan secara berjenjang
yaitu oleh atasan langsung; Kepala Loka POM di
Kabupaten Indramayu; dan/atau Inspektorat Badan
POM

b. Pengawasan menerapkan Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah dan dilaksanakan

internal

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Jumlah
Pelaksana

Petugas Pelaksana yang bertugas pada
Sertifikasi minimal sebanyak 2 (dua) orang.

layanan

Jaminan
Pelayanan

1. Pemberian pelayanan dilakukan sesuai
standar pelayanan.

2. Pemberian pelayanan dapat disesuaikan apabila
terdapat keadaan kahar atau suatu keadaan di luar
kendali sistem pelayanan.

3. Standar pelayanan dapat dilakukan perubahan
sesuai kebutuhan pelayanan publik, perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan
peraturan perundang-undangan.

dengan

Jaminan
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan

1. Tersedianya sarana dan prasarana yang aman dan
nyaman;

2. Tersedia sistem keamanan di lingkungan tempat
pelayanan;

3. Pemberian pelayanan dilakukan dengan profesional,
akuntabel, dan tidak ada benturan kepentingan,;

4. Jaminan kerahasiaan dokumen perusahaan; dan

S5.Jaminan kerahasiaan data pelanggan yang
mendapatkan pelayanan/menyampaikan
pengaduan, dan/atau masukan terhadap pelayanan.

Evaluasi
Kinerja
Pelaksana

1. Terhadap pelaksana pelayanan publik dilakukan
evaluasi secara rutin dan berkelanjutan;

2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat untuk
perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

3. Hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
dipublikasi melalui media resmi Loka POM di
Kabupaten Indramayu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN INDRAMAYU,

MUHAMMAD FADILLAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT

DAN MAKANAN DI KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR OT.03.04.6C.09.26.13 TAHUN 2026
TENTANG

STANDAR PELAYANAN LOKA PENGAWAS OBAT

DAN MAKANAN DI KABUPATEN INDRAMAYU

STANDAR PELAYANAN

PENERBITAN IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG

BAIK (CPPOB)

DEFINISI/PENGERTIAN UMUM

1.

Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) adalah pedoman yang

menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu,
dan layak untuk dikonsumsi.

Pembuatan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengadaan semua
bahan awal, proses pengolahan, dan pengemasan sampai pelulusan produk
jadi untuk didistribusikan serta Pengawasan mutu yang dilakukan pada

setiap langkah kegiatan tersebut.

Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan distribusi atau
penyerahan Obat dan Makanan baik dalam rangka perdagangan, bukan

perdagangan, atau pemindahtanganan.

Produksi
mengolah,

adalah kegiatan atau proses menghasilkan,
membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk,

menyiapkan,

Pengawasan mutu dan pemastian mutu sediaan Obat dan Makanan.

NO

KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN PELAYANAN

1.

Persyaratan

A. Dokumen Administratif
Pengajuan PB-UMKU Izin Penerapan Cara Produksi
Pangan Olahan yang Baik melalui oss.go.id yang
terintegrasi dengan www.e-sertifikasi.pom..id

B. Dokumen Teknis

1.
2.

W

NIB beserta lampirannya;

Surat Pemenuhan Komitmen bagi produk risiko
rendah; atau Surat Pemenuhan Standar
Penerapan CPPOB dengan nilai minimal B dan
foto sebagai mana dipersyaratkan bagi produk
risiko sedang;

Peta lokasi sarana produksi;

Denah bangunan (lay out) sarana produksi;
Surat Perjanjian Kontrak / Lisensi / Re-packing
(jika pemohon melakukan produksi dengan
kontrak / lisensi / re-packing);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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6. Dokumen terkait deskripsi dan komposisi produk
(bahan baku, BTP, bahan penolong), termasuk
kemasan;

7. Panduan mutu, yaitu uraian lengkap tentang
langkah-langkah dan prosedur tetap penerapan
CPPOB untuk menjamin mutu dan keamanan
Pangan Olahan yang dihasilkan sebagai bentuk
komitmen  penerapan  sistem = manajemen
keamanan pangan yang memuat antara lain:

a. Prosedur pengolahan air yang digunakan
sebagai bagian dari produk atau kontak dengan
produk;

b. Prosedur penanganan ketidaksesuaian
terhadap proses produksi dan persyaratan
keamanan dan mutu bahan baku serta produk
yang ditetapkan;

c. Prosedur penanganan alat/wadah yang
rusak/tidak terpakai;

d. Program pemantauan dan pemeliharaan alat
ukur seperti kalibrasi dan atau verifikasi;

e. Prosedur penanganan bahan kimia non
pangan;

f. Prosedur penanganan limbah baik limbah
padat maupun cair sisa produksi;

g. Program terkait kesehatan, pelatihan dan
penerapan hygiene sanitasi karyawan;

h. Ketentuan terkait penyimpanan, termasuk
penerapan sistem FIFO (First In First
Out)/FEFO (First Expired First Out);

i. Panduan operasional pembersihan dan sanitasi
meliputi:

1) Program  pembersihan dan  sanitasi
bangunan dan area pengolahan;

2) Program pembersihan dan sanitasi mesin
dan peralatan produksi; dan

3) Program/prosedur pengendalian hama
(termasuk mapping).

8. Alur proses produksi beserta penjelasannya, serta
catatan/prosedur pengendalian setiap bahan
produksi; dan

9. Dokumen penunjang lainnya terkait penerapan
sistem manajemen keamanan pangan dapat
berupa sertifikat Hazard Analysis Critical Control
Point (HACCP) atau kepemilikan piagam/izin
Penerapan PMR (Program Manajemen Risiko).
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Sistem,
Mekanisme,
dan
Prosedur

Pengajuan permohonan dilakukan melalui OSS - RBA
(online Single Submission) www.0ss.go.id setelah
memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha).

Untuk selanjutnya dilanjutkan melalui aplikasi www.e-
sertifikasi.pom.go.id untuk layanan Izin Penerapan Cara
Produksi Pangan Olahan yang Baik.

A. Sarana produksi pangan skala usaha menengah dan
besar

Alur Pengajuan Izin Penerapan CPPOB Pada Sarana Produksi Pangan Skala Usaha Menengah dan Besar

Pemohon Loka POM di Kabupaten Indramayu Badan POM
Pengajuan permohonan dilengkapi
data pendukung melalui 0SS yang
terintegrasi dengan e-sertifikasi
Evaluasi dokumen

Lengkap

Pemeriksaan sarana

Tidak memenuhi ketentuan) . " "
Menerima surat hasil pemeri s %

Maksimal 3 hari
-{ Tindakan Pencegahan dan Tindakan |

Perbaikan (TPTP) atau Corective
Action, Preventive Action (CAPA) I

[ Iengk.ap

Memenuhi ketentuan

Penerbitan Surat closed CAPA

Proses evaluasi dilanjutkan oleh
Direktorat Pengawasan Produksi
Pangan Olahan Badan POM

J

B. Sarana produksi pangan skala usaha mikro dan kecil

Alur Pengajuan Izin Penerapan CPPOB Pada Sarana Produksi Pangan Skala Usaha Mikro dan Kecil

Pemohon Loka POM di Kabupaten Indramayu

Pengajuan permohonan dilengkapi
data pendukung melalui OSS yang —b[ Penerimaan permohonan ]
terintegrasi dengan e-sertifikasi

CPPOB ] Memenuhi ketentuan

1zin P

Evaluasi dok

Tidak memenuhi ketentuan

Memberikan informasi
kekurangan/perbaikan dokumen
Tidak Memenuhi
ketentuan

Evaluasi

| Maksimal 12 bulan setelah terbit Izin
> Penerapan CPPOB dilakukan

| pemeriksaan sarana

A7
Tindakan Pencegahan dan Tindakan
Perbaikan (TPTP) atau Ci i
Action, Preventive Action (CAPA) |

Tidak i ketent Eval

Memenuhitkelen(uan

Penerbitan Surat closed CAPA

Informasi ini dapat diperoleh antara lain dipublikasikan
di subsite https://indramayu.pom.go.id/ serta media
promosi dan komunikasi resmi lainnya.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur untuk kelompok

rentan:

1. Kelompok rentan yang membawa kendaraan
pribadi dapat memarkirkan kendaraan pada tempat
parkir khusus.
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2. Kelompok rentan yang membutuhkan bantuan
misalnya cacat fisik dan tunanetra, dibantu oleh
petugas khusus kelompok rentan

3. Petugas khusus kelompok rentan memberikan
nomor untuk menuju loket pelayanan kelompok
rentan/ disabilitas.

4. Bila tidak ada antrian, maka dapat langsung
dilayani oleh petugas pelayanan.

5. Bila terdapat antrian, maka diarahkan ke ruang
tunggu khusus kelompok rentan.

6. Pelayanan dilakukan oleh petugas loket layanan
kelompok rentan/ disabilitas, menggunakan alat
bantu sesuai kebutuhan.

7. Setelah layanan selesai, petugas mengarahkan
kelompok rentan untuk mengisi survei kepuasan
pelanggan.

8. Bagi kelompok rentan yang membutuhkan
bantuan didampingi oleh petugas khusus untuk
menuju keluar ruang pelayanan.

Apabila terjadi keadaan kahar atau keadaan di luar
kendali sistem pelayanan, maka pengguna layanan
dapat menghubungi petugas layanan melalui saluran
resmi pelayanan kami.

Jangka
Waktu
Pelayanan

A. Sarana produksi pangan skala usaha menengah dan
besar:
Hasil evaluasi dokumen melalui sistem www.e-
sertifikasi.pom.go.id paling lambat 20 (dua puluh)
hari kerja.
Surat hasil pemeriksaan untuk Sarana
Produksi/Permintaan Perbaikan diterbitkan 10
(sepuluh) hari kerja setelah dilakukan penilaian
sarana dan evaluasi Corrective Action Preventive
Action (CAPA) dalam jangka waktu paling lama 30
(tiga puluh) hari kalender sejak diterima (clock on
clock off).

B. Sarana produksi pangan skala usaha mikro dan
kecil:
Hasil evaluasi dokumen melalui sistem www.e-
sertifikasi.pom.go.id paling lambat 20 (dua puluh)
hari kerja.
Sertifikat 1zin Penerapan CPPOB diterbitkan paling
lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen
dinyatakan lengkap.
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Verifikasi pemenuhan CPPOB dilakukan maksimal 12
bulan sejak diterbitkan izin penerapan CPPOB.

Apabila dari hasil pemeriksaan, Pelaku usaha
memerlukan penyampaian perbaikan CAPA maka
penyampaian tambahan data paling banyak 3 (tiga) kali
dengan batas waktu masing-masing paling lambat 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil evaluasi.

Permohonan pengajuan ditolak apabila pelaku usaha
tidak memenuhi persyaratan CPPOB  setelah
menyampaikan Tindakan Perbaikan paling banyak 3
(tiga) kali dan tidak melakukan dan melaporkan
perbaikan yang dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam)
bulan terhitung sejak surat tindak lanjut diterbitkan.

Biaya/Tarif | Usaha Besar
1. Baru: Rp3.000.000,00 per Lokasi per proses
produksi.
2. Perubahan teknis: Rp1.000.000,00 per Lokasi per
proses produksi.
3. Perpanjangan: Rp2.000.000,00 per Lokasi per
proses produksi (setiap 5 tahun).
Usaha Menengah
1. Baru: Rpl.000.000,00 per Lokasi per proses
produksi.
2. Perubahan teknis: Rp500.000,00 per Lokasi per
proses produksi.
3. Perpanjangan: Rp750.000,00 per Lokasi per proses
produksi (setiap S tahun).
Usaha Mikro dan Kecil
1. Baru: Rp0,00 per Lokasi per proses produksi.
2. Perubahan teknis: Rp0,00 per Lokasi per proses
produksi.
3. Perpanjangan: RpO0,00 per Lokasi per proses
produksi.
(Biaya/Tarif mengacu pada Peraturan Pemerintah No.
15 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Pendapatan
Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Badan
POM).
Produk 1. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang
Pelayanan Baik (I[P CPPOB) untuk Usaha Mikro Kecil yang

diterbitkan oleh Kepala UPT;
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2. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang

Baik (IP CPPOB) untuk Usaha Menengah yang
diterbitkan oleh Deputi Pengawasan Pangan Olahan;
dan

3. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang

Baik (IP CPPOB) untuk Usaha Besar yang diterbitkan
oleh Kepala Badan POM.

Penanganan
Pengaduan,
saran, dan
Masukan/A
presiasi

Pengaduan, saran dan masukan /apresiasi dapat

disampaikan melalui saluran:

a. Langsung/tatap muka:

b. Pelanggan dapat menyampaikan langsung kepada
petugas layanan pengaduan di loket layanan /
ruangan khusus pengaduan / mengisi kotak saran
yang terletak di Gedung Pelayanan Publik, Kantor
Loka POM di Kabupaten Indramayu Plaza UMKM Jl.
Letjen. S. Parman No.19, Margadadi, Kec.
Indramayu, Kabupaten Indramayu

c. Surat

d. Ditujukan kepada Kepala Loka POM di kabupaten
Indramayu, Plaza UMKM Jl. Letjen. S. Parman No.19,
Margadadi, Kec. Indramayu, Kabupaten Indramayu.

e. E-mail: loka indramavyu@pom.go.id

f. Telepon: 0234-2502040

g. Aplikasi  Whatsapp 081121909233 (layanan
percakapan melalui teks)

h. Media sosial: Instagram (@bpom.indramayu)

Layanan Asipirasi dan Pengaduan Online Rakyat

(LAPOR!): https://bpom.lapor.go.id

[y

Seluruh pengaduan, saran dan masukan/apresiasi
yang diterima Loka POM di Kabupaen Indramayu akan
ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Langkah-langkah pengelolaan pengaduan, saran dan
masukan/apresiasi dari masyarakat setidak-tidaknya
meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a. Mengumpulkan seluruh pengaduan yang masuk ke
Loka POM di Kabupaten Indramayu;
b. Meneliti dokumen dan/atau informasi yang pernah
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang
baru diterima;
Melakukan rekapitulasi pengaduan yang masuk;
Merumuskan inti masalah yang diadukkan;
Menetapkan rencana tindak lanjut pengaduan;
Melaksanakan tindak lanjut pengaduan; dan

OB oW}
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g. Dokumentasi dan publikasi melalui saluran resmi

Loka POM di Kabupaten Indramayu.

PENGELOLAAN PELAYANAN

1.

Dasar
Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019
Tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249);
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Kemudahan, perlindungan dan Pemberdayaan
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 17);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2026
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7168);
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9. Permenperin No. 75/M-IND/PER/7/2010 tentang
Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 358);

10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 27 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan
Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Obat dan
Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 747).

Sarana dan
Prasarana,
san/atau
Fasilitas

Layanan diberikan secara online dengan mengakses
www.08s.20.id dan www.e-sertifikasi.pom.go.id

Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas untuk
kelompok rentan:
Parkir khusus kelompok rentan;
Guiding block khusus kelompok rentan;
Pintu masuk yang mudah diakses;
Ruang tunggu untuk kelompok rentan;
Loket khusus kelompok rentan;
Papan menulis untuk berkebutuhan khusus;
Alat bantu dengar untuk tuna rungu;
Kaca mata baca;
Petugas pendamping khusus kelompok rentan;
. Arena bermain anak dengan pemantauan oleh
petugas;
11. Kursi roda;
12. Alat bantu jalan/tongkat/kruk.

XNk b=

—
o

Jam layanan:

Senin — Kamis: 07.30 — 16.00 (tanpa istirahat)

Jumat: 07.30 — 15.30 (tanpa istirahat)
Sabtu/Minggu/Hari Libur/di luar jam layanan:
kondisi/kasus tertentu (Kejadian Luar Biasa,
penanganan kasus, permohonan pengujian dari lintas
sektor, keracunan pangan, pengujian sampel kasus dari
kepolisian atau lintas sektor terkait, pameran,
Komunikasi, Informasi dan Edukasi, dll), atau dengan
perjanjian.

Apabila terdapat perubahan waktu layanan, informasi
akan disampaikan melalui pengumuman pada loket
layanan, subsite, media sosial resmi, dan/atau media
lainnya.
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Lokasi pelayanan dan media pelayanan:

a. Kantor Loka POM di kabupaten Indramayu Plaza
UMKM Jl. Letjen. S. Parman No.19, Margadadi, Kec.
Indramayu, Kabupaten Indramayu.

b. E-mail: loka_indramayu@pom.go.id

c. Telepon: 0234-2502040

d. Aplikasi  Whatsapp 081121909233 (layanan
percakapan melalui teks)

e. Media sosial: Instagram (@bpom.indramayu)

Kompetensi
Pelaksana

1. Memiliki pendidikan minimal Sarjana (S1);
2. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan

benar;

3. Memahami Peraturan Perundangan yang berkaitan

dengan Obat dan Makanan;

4. Mampu mengoperasikan komputer program Ms.

Office, internet, alat komunikasi dan media sosial;

S. Memiliki Kompetensi Pelayanan Publik, serta

memahami dan menerapkan Core values ASN
BerAKHLAK, berorientasi Pelayanan, Akuntabel,
Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

6. Memahami dan menerapkan pengendalian

gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, dan
Whistle Blowing System (WBS), menegakkan
integritas serta mengampanyekan anti penyuapan
dalam pelaksanaan tugas.

7. Mampu mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko

kesehatan dan keselamatan kerja serta mampu
melakukan pengendaliannya dalam pelaksanaan
tugas.

8. Memahami Informasi dan Registrasi Obat dan

Makanan; dan

9. Memahami Peraturan terkait Obat dan Makanan.

Pengawasan
Internal

a. Pengawasan internal dilaksanakan secara berjenjang
yaitu oleh atasan langsung; Kepala Loka POM di
Kabupaten Indramayu; dan/atau Inspektorat Badan
POM

b. Pengawasan internal menerapkan Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah dan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Jumlah
Pelaksana

Petugas Pelaksana yang bertugas pada layanan
Sertifikasi minimal sebanyak 2 (dua) orang.

Jaminan
Pelayanan

1. Pemberian pelayanan dilakukan sesuai dengan
standar pelayanan.
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. Pemberian pelayanan dapat disesuaikan apabila

terdapat keadaan kahar atau suatu keadaan di luar
kendali sistem pelayanan.

. Standar pelayanan dapat dilakukan perubahan

sesuai kebutuhan pelayanan publik, perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan
peraturan perundang-undangan.

Jaminan
Keamanan
dan
Keselamata
n Pelayanan

. Tersedianya sarana dan prasarana yang aman dan

nyaman;

. Tersedia sistem keamanan di lingkungan tempat

pelayanan;

. Pemberian pelayanan dilakukan dengan profesional,

akuntabel, dan tidak ada benturan kepentingan;

. Jaminan kerahasiaan dokumen perusahaan; dan
. Jaminan kerahasiaan data pelanggan yang

mendapatkan pelayanan/menyampaikan
pengaduan, dan/atau masukan terhadap pelayanan.

Evaluasi
Kinerja
Pelaksana

. Terhadap pelaksana pelayanan publik dilakukan

evaluasi secara rutin dan berkelanjutan;

. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat untuk

perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

. Hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat

dipublikasi melalui media resmi Loka POM di
Kabupaten Indramayu.

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN INDRAMAYU,

MUHAMMAD FADILLAH
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LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR OT.03.04.6C.09.26.13 TAHUN 2026
TENTANG

STANDAR PELAYANAN LOKA PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI KABUPATEN INDRAMAYU

STANDAR PELAYANAN
PENGADUAN MASYARAKAT DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

DEFINISI/PENGERTIAN UMUM

1.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang
mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, yang disajikan
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan
penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan
penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Pengaduan Masyarakat adalah pengaduan yang disampaikan oleh
masyarakat kepada Contact Center dan/atau Unit Layanan Pengaduan
Konsumen (ULPK) Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Balai
Besar/Balai/Loka Pengawas Obat dan Makanan, berupa pengaduan yang
terkait dengan pengawasan obat dan makanan.

NO | KOMPONEN URAIAN

PENYAMPAIAN PELAYANAN

Persyaratan 1. Identitas Pemohon (nama, nomor
telepon/whatsapp/email/ alamat,
pekerjaan/profesi, dan KTP dan/atau tanda
pengenal lainnya untuk layanan pengaduan
berbagai media);

2. Untuk layanan pengaduan harus menyertakan
informasi mengenai identitas produk / detail
informasi yang dilaporkan, mencakup informasi
diperoleh di mana, data dukung berupa foto
produk, dan bukti pembelian.

3. Isian formulir permintaan informasi/pengaduan

Sistem, 1. Loka POM di Kabupaten Indramayu menerima
Mekanisme, permintaan Informasi dan pengaduan. Untuk
dan Prosedur pengaduan, identitas pelapor akan dirahasiakan

oleh petugas.
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2. Verifikasi Data oleh Loka POM di Kabupaten

Indramayu. Jika data tidak lengkap dalam jangka

waktu 10 Hari Kerja, maka layanan

informasi/pengaduan diarsipkan.

Perumusan Jawaban /Informasi;

4. Penyampaian hasil informasi dan tidak lanjut
pengaduan/permintaan informasi. Jika
memerlukan rujukan, petugas melakukan rujukan
ke unit terkait.

w

Prosedur Pelayanan Informasi Obat dan Makanan

Pemohon Loka POM di Kab. Indramayu
Penyampaian biodata Penyampaian biodata
pemohon dan permintaan » pemohon dan permintaan
informasi informasi
A l
Tidak lengkap
Verifikasi
Lengkap

[

Penyampaian biodata Jawaban permintaan
pemohon dan permintaan [ layanan
informasi

Ket :

- 5 HK untuk jawaban permintaan informasi
bersifat normatif

- 14 HK untuk jawaban permintaan informasi
yang tidak berkadar pengawasan dan/atau
tidak memerlukan pemeriksaan lapangan
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Prosedur Pengaduan Masyarakat

Pemohon Loka POM di Kab. Indramayu
Penyampaian biodata Penerimaan biodata
pemohon dan data dukung » pemohon dan data dukung
perihal yang dilaporkan perihal yang dilaporkan
[y I
Tidak lengkap
Verifikasi
Lengkap
Menerima hasil jawaban Tidak dirujuk Rumusan jawaban
pengaduan -

Y

Dirujuk

Fungsi terkait melakukan
penelusuran

A

Rumusan jawaban hasil
penelusuran

Ket :

- 5 HK untuk jawaban permintaan pengaduan
bersifat normatif

- 14 HK untuk jawaban pengaduan yang
tidak berkadar pengawasan dan/atau tidak
memerlukan pemeriksaan lapangan

- 60 HK untuk jawaban pengaduan yang
berkadar pengawasan dan memerlukan
pemeriksaan lapangan

Informasi ini dapat diperoleh antara lain
dipublikasikan di subsite
https://indramayu.pom.go.id/ serta media promosi
dan komunikasi resmi lainnya.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur untuk kelompok
rentan:

1. Kelompok rentan yang membawa kendaraan
pribadi dapat memarkirkan kendaraan pada
tempat parkir khusus.

2. Kelompok rentan yang membutuhkan bantuan
misalnya cacat fisik dan tunanetra, dibantu oleh
petugas layanan

3. Petugas layanan memberikan nomor untuk
menuju loket pelayanan kelompok rentan/
disabilitas.

4. Bila tidak ada antrian, maka dapat langsung
dilayani oleh petugas pelayanan.

5. Bila terdapat antrian, maka diarahkan ke ruang
tunggu khusus kelompok rentan.

6. Pelayanan dilakukan oleh petugas layanan
menggunakan alat bantu sesuai kebutuhan.
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7. Setelah layanan selesai, petugas mengarahkan
kelompok rentan untuk mengisi survei kepuasan
pelanggan.

8. Bagi kelompok rentan yang membutuhkan
bantuan didampingi oleh petugas layanan
untuk menuju keluar ruang pelayanan.

Apabila terjadi keadaan kahar atau keadaan di luar
kendali sistem pelayanan, maka pengguna layanan
dapat menghubungi petugas layanan melalui saluran
resmi pelayanan kami.

Jangka Waktu
Pelayanan

1. Tindak Lanjut Layanan Informasi dan
Pengaduan:
a. 5 HK untuk jawaban permintaan informasi
dan pengaduan yang bersifat normatif
b. 14 HK untuk jawaban pengaduan yang
tidak berkadar pengawasan dan/ atau
tidak memerlukan pemeriksaan lapangan
c. 60 HK untuk jawaban pengaduan yang
berkadar pengawasan dan memerlukan
pemeriksaan lapangan
2. Jadwal Pelayanan Tatap Muka :
- Hari Senin — Kamis
- Pukul 07.30 - 16.00 WIB
- Jam istirahat tetap melakukan pelayanan
- Alamat Kantor : Loka POM di Kabupaten
Indramayu Plaza UMKM Jl. Letjen. S.
Parman No.19, Margadadi, Kec.
Indramayu, Kabupaten Indramayu.

3. Jadwal Pelayanan Daring
- Hari Jumat
- Pukul 07.30 - 16.30 WIB
- Jam istirahat tetap melakukan pelayanan

4. Sabtu/Minggu/Hari Libur/di luar jam layanan:
kondisi/kasus tertentu (Kejadian Luar Biasa
(KLB), penanganan kasus, permohonan
pengujian KLB keracunan pangan dari lintas
sektor terkait, pameran, Komunikasi, Informasi
dan Edukasi, dll), atau dengan perjanjian.

5. Di luar waktu pelayanan tatap muka, tetap
menerima permintaan informasi dan pengaduan
melalui nomor layanan Whatsapp
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081121909233 pada jam operasional (Senin-
Kamis Pukul 07.30-16.00 WIB dan Jumat Pukul
07.30-16.30 WIB).

6. Apabila terdapat perubahan waktu layanan,
informasi akan disampaikan melalui
pengumuman pada loket layanan, subsite, media
sosial resmi, dan/atau media lainnya.

Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya/gratis

Produk - Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Pelayanan Pelayanan Informasi Obat dan Makanan

Penanganan 1. Pengaduan, saran, dan masukan /apresiasi
Pengaduan, dapat disampaikan melalui saluran:

saran, dan a. Langsung/tatap muka:

Masukan/Apr Pelanggan dapat menyampaikan langsung
esiasi kepada petugas layanan pengaduan di loket

layanan / ruangan khusus pengaduan /
mengisi kotak saran yang terletak di Gedung
Pelayanan Publik, Kantor Loka POM di
Kabupaten Indramayu Plaza UMKM Jl.
Letjen. S. Parman No.19, Margadadi, Kec.
Indramayu, Kabupaten Indramayu

b. Surat
Ditujukan kepada Kepala Loka POM di
kabupaten Indramayu, Plaza UMKM Jl.
Letjen. S. Parman No.19, Margadadi, Kec.
Indramayu, Kabupaten Indramayu.

c. E-mail: loka indramayu@pom.go.id

d. Telepon: 0234-2502040

e. Aplikasi Whatsapp 081121909233 (layanan
percakapan melalui teks)

f. Media sosial: Instagram (@bpom.indramayu)

g. Layanan Asipirasi dan Pengaduan Online
Rakyat (LAPOR!): https://bpom.lapor.go.id

2. Penanganan pengaduan terhadap praktek
gratifikasi oleh Tim Pelayanan Publik
a. Tatap muka pada hari Senin-Kamis dengan
janji temu
b. Kanal SP4N-Lapor : www.lapor.go.id
c. Sangintegritas : sangintegritas.pom.go.id

Seluruh pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi
yang diterima Loka POM di Kabupaen Indramayu akan
ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




-69-

a.

b.

™0 Qo

Langkah-langkah pengelolaan pengaduan, saran, dan
masukan/apresiasi dari masyarakat setidak-tidaknya
meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Mengumpulkan seluruh pengaduan yang masuk ke
Loka POM di Kabupaten Indramayu;

Meneliti dokumen dan/atau informasi yang pernah
ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan
yang baru diterima,;

Melakukan rekapitulasi pengaduan yang masuk;
Merumuskan inti masalah yang diadukkan;
Menetapkan rencana tindak lanjut pengaduan;
Melaksanakan tindak lanjut pengaduan; dan
Dokumentasi dan publikasi melalui saluran resmi
Loka POM di Kabupaten Indramayu.

PENGELOLAAN PELAYANAN

1.

Dasar Hukum 1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 99);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2026
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7168);
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7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017
tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 180);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 741);

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 708);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Penyelenggaraan
Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 319);

11. Peraturan Badan POM Nomor 28 Tahun 2022
tentang Standar Pelayanan Publik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1156);

12. Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2025
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik Sektor (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
747);

13. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan
Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Perubahan kedua
Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan
Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026
Nomor 61);

14. Keputusan Sekretaris Utama Badan POM Nomor
HK.02.02.2.22.02.23.22 tentang Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Badan POM;

15. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas
Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.02.24.43
Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan
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16. Surat Edaran No. HK.02.02.2.22.02.23.03
Tahun 2023 tentang Peningkatan Aksesibilitas
Penyandang  Disabilitas Sensorik  dalam
Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM

Sarana dan
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

Ruang Pelayanan;

Meja Pelayanan;

Kursi Pelayanan;

Komputer, printer, dan scanner;
Ruang Tunggu;

Maklumat Pelayanan;

Sistem Pelayanan Tamu : buku tamu dan antrian
otomatis

8. Speaker (pemanggilan antrian);

9. Kotak Pengaduan Pelayanan Publik;
10. Informasi tarif;

11. Informasi tata cara pembayaran;

12. Brosur Informasi terkait Obat dan Makanan;
13. Toilet;

14. Musala;

15. Wifi;

16. Televisi;

17. Charging Station,

18. Air Mineral;

19. Kopi dan Teh;

20. Snack;

21. Tempat sampah;

22. Tempat Parkir;

23. Hand Sanitizer;

24. Koran dan Majalah;

NouRALh =

Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas untuk
kelompok rentan:
Parkir khusus kelompok rentan;
Guiding block khusus kelompok rentan;
Pintu masuk yang mudah diakses;
Ruang tunggu untuk kelompok rentan;
Loket khusus kelompok rentan;
Papan menulis untuk berkebutuhan khusus;
Alat bantu dengar untuk tuna rungu;
Kaca mata baca;
Petugas pendamping khusus kelompok rentan;
. Arena bermain anak dengan pemantauan oleh
petugas;
11. Kursi roda;
12. Alat bantu jalan/tongkat/kruk.

o No k=

—
@)
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Lokasi pelayanan dan media pelayanan:

a. Kantor Loka POM di Kabupaten Indramayu Plaza
UMKM Jl. Letjen. S. Parman No.19, Margadadi, Kec.
Indramayu, Kabupaten Indramayu.

b. E-mail: loka indramayu@pom.go.id

c. Telepon: 0234-2502040

d. Aplikasi Whatsapp 081121909233 (layanan
percakapan melalui teks)

e. Media sosial: Instagram (@bpom.indramayu)

Kompetensi
Pelaksana

1. Memiliki pendidikan minimal Sarjana (S1);
2. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan

benar;

3. Memahami Peraturan Perundangan yang berkaitan

dengan Obat dan Makanan;

4. Mampu mengoperasikan komputer program Ms.

Office, internet, alat komunikasi dan media sosial;

S. Memiliki Kompetensi Pelayanan Publik, serta

memahami dan menerapkan Core values ASN
BerAKHLAK, berorientasi Pelayanan, Akuntabel,
Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan
Kolaboratif.

6. Memahami dan menerapkan pengendalian

gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, dan
Whistle Blowing System (WBS), menegakkan
integritas serta mengampanyekan anti penyuapan
dalam pelaksanaan tugas.

7. Mampu mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko

kesehatan dan keselamatan kerja serta mampu
melakukan pengendaliannya dalam pelaksanaan
tugas.

Pengawasan
Internal

a. Pengawasan internal dalam pelaksanaan Pelayanan

Loka POM di Kabupaten Indramayu dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

b. Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan

langsung dan/atau Inspektorat Utama Badan
Pengawas Obat dan Makanan

Jumlah
Pelaksana

Front office: minimal 1 orang
Petugas Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat
dan Makanan minimal sebanyak 1 (satu) orang
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Jaminan
Pelayanan

. Pemberian pelayanan dilakukan sesuai dengan

standar pelayanan.

. Pemberian pelayanan dapat disesuaikan apabila

terdapat keadaan kahar atau suatu keadaan di luar
kendali sistem pelayanan.

. Standar pelayanan dapat dilakukan perubahan

sesuai kebutuhan pelayanan publik, perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan
peraturan perundang-undangan.

Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

N

. Tersedianya sarana dan prasarana yang aman dan

nyaman;

. Tersedia sistem keamanan di lingkungan tempat

pelayanan;

. Pemberian pelayanan dilakukan dengan profesional,

akuntabel, dan tidak ada benturan kepentingan;

. Jaminan kerahasiaan dokumen perusahaan; dan

Jaminan kerahasiaan data pelanggan yang
mendapatkan pelayanan/menyampaikan
pengaduan, dan/atau masukan terhadap
pelayanan.

Evaluasi
Kinerja
Pelaksana

1. Terhadap pelaksana pelayanan publik dilakukan
evaluasi secara rutin dan berkelanjutan;

2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
pelayanan.

3. Hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
dipublikasi melalui media resmi Loka POM di
Kabupaten Indramayu.

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

MUHAMMAD FADILLAH
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